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ABSTRAK 
 

Nur Wahria. Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) 

Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif siyasah 

Syar’iyyah). (di bimbing oleh Abdul Hafid) 

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Badan Narkotika Nasional 

Kota (BNNK) di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 

2019 dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis urgensi pembentukan BNNK, mengetahui kesiapan Pemerintah Kota 

Parepare dalam proses pembentukannya, serta mengkaji pembentukan BNNK 

berdasarkan Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian dilatarbelakangi oleh 

meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota 

Parepare sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis sehingga memerlukan 

penanganan yang lebih efektif melalui pembentukan lembaga khusus. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di 

Pemerintah Kota Parepare, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembentukan BNNK Parepare 

merupakan kebutuhan yang mendesak dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). (2) Pemerintah Kota 

Parepare juga telah menunjukkan kesiapan melalui dukungan kebijakan, penyediaan 

lahan dan fasilitas, serta koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan, meskipun masih 

terdapat kendala administratif dan teknis.(3) perspektif Siyasah Syar’iyyah, 

pembentukan BNNK mencerminkan prinsip  dalam menjaga agama (hifz ad-din), 

jiwa (hifz an-nafs), dan akal (hifz al-'aql), sebagai wujud tanggung jawab pemerintah 

dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.. 

Kata Kunci: Urgensi, BNNK, Siyasah Syar’iyyah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ
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 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan وْ.َ..

wau 

Au a dan u 

Contoh: 

 kataba :  كَتبََ  -

 fa`ala :  فَعلََ  -

 suila :  سئُلَِ  -

 kaifa :  كَيْفَ  -

 haula : حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..
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Contoh: 

 qāla :  قاَلَ  -

 ramā :  رَمَى -

 qīla :  قيِْلَ  -

 yaqūlu :  يقَوُْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الأطَْفاَلِ  رَؤْضَةُ  -   :  raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  -  al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah :  الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ

 talhah :   طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala :  نزََّ

 al-birr :  البرِ   -

F. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu :  الرَّ

 al-qalamu : الْقلََمُ  -

 asy-syamsu : الشَّمْسُ  -

 al-jalālu : الْجَلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: 

 ta’khużu : تأَخُْذُ  -

 syai’un : شَيئ   -

 an-nau’u : النَّوْءُ  -

 inna : إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

ازِقِيْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلَمِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn : الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm :  الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

غَفوُْر  رَحِيْم  اللهُ  -   : Allaāhu gafūrun rahīm 

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعاً -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an :  لِِل 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

K. Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subḥānahu wataʿālā 

saw.  =  Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’ 

a.s.  =  alaihis salam 

H  =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

1.  = Lahir Tahun 

w.   = Wafat tahun 

QS…/…:4   =   QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…., ayat 4 

HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

1. ed.  : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

2. et al,  : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). 

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

3. Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan 

untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya. 

5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab 

biasanya digunakan kata juz. 

6. No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika telah  lama  ada  dan  dialami  

oleh seluruh negara di dunia. Ini sudah menjadi masalah dunia dan Nasional bukan 

hanya di setiap   kota.   Problem   Narkotika juga   merupakan   kejahatan   

kemanusiaan   berskala internasional, yaitu kejahatan yang terencana, terorganisir, 

sistematis, dan menggunakan modus yang berubah-ubah dengan dana yang tidak 

terbatas. Situasi  saat  ini  di  mana  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika 

semakin  berkembang  di  seluruh  dunia  menunjukkan  kecenderungan  yang  

semakin mengkhawatirkan.  Narkotika  dianggap  sebagai  salah  satu  kejahatan  luar  

biasa  karena kerugian yang disebabkannya sangat besar dan mengancam semua 

orang, baik orang tua maupun anak-anak, bahkan bisa merusak generasi dan masa 

depan  negara1.   

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di 

Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya 

kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang 

semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia 

remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok 

umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahaya penyalahgunaan narkoba di 

                                                             

1 Maulani Nurhaliza, Dafyar Eliadi Hardian, dan Bambang Mardisentosa, "Implementasi 

Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 

dan Prekursor Narkotika di BNN Kota Tangerang," Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi 7, no. 1 

(2025): 180–192 

 



2 
 

 

kalangan generasi mudah merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang 

membawa dampak di segala aspek kehidupan.2  

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi 

generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan 

merusakan kesehatan si pengguna, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan 

generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah 

kalangan muda yang notabenenya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. 

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu 

saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan 

peredaran narkotika yang berada di suatu Negara termasuk di Indonesia yang setelah 

dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.3 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi  hingga menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika 

sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, 

namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan 

maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunannya. Zat- zat narkotika yang 

semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian 

banyak serta dapat pula disalahgunakan 4.   

                                                             
2 Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba 

Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu 

Pengetahuan 20, no. 1 (2023): 1–13, https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412. 

3 Mohammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan terhadap Hak 

Asasi Manusia yang Berdampak terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia," Jurnal Jurisprudence 6, 

no. 2 (2016): 89–99. 

4 Putri Mauliza Fonna, Ediwarman Ediwarman, and Mahmud Mulyadi, “Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak,” Journal of Education, 
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Peredaran narkoba di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah pengguna, jaringan 

pengedar, maupun modus operandi yang semakin kompleks dan terorganisasi. 

Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan 

narkotika yang tinggi karena letak geografisnya strategis sebagai jalur perdagangan 

internasional. Kondisi ini menyebabkan narkoba mudah masuk melalui berbagai 

pintu, khususnya pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan. 

Maraknya peredaran narkoba tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap 

kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan dan ketahanan 

nasional. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan sehingga masa depan 

bangsa ikut terancam. ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima 

Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan dimensi ekonomi dan keadilan sosial. 

Dalam Undang - Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai perekonomian dan 

kesejahteraan sosial tercantum dalam Bab XIV yang secara khusus mengatur 

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 33 dan Pasal 34.5 

 Selain itu, jaringan peredaran narkotika semakin berkembang menjadi sindikat 

lintas negara yang memerlukan penanganan serius, terstruktur, dan terpadu. Upaya 

penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda sebelumnya 

dinilai belum efektif karena kurangnya koordinasi, keterbatasan kewenangan, serta 

belum adanya lembaga yang fokus menangani persoalan narkotika secara 

menyeluruh. 

Melihat kompleksitas dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba, pemerintah kemudian meluncurkan dan membentuk Badan 

                                                                                                                                                                              
Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 4 (2023): 3048–61, 

https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734. 

5 Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim, “Etika Hukum Dalam Politik 

Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasilais,” Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum 18 

(2020): 70–89. 
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Narkotika Nasional selanjutnya di sebut BNN. BNN dihadirkan sebagai lembaga 

yang memiliki kewenangan khusus untuk memimpin, mengoordinasikan, dan 

melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta penindakan 

terhadap seluruh bentuk kejahatan narkotika. Pembentukan BNN menjadi langkah 

strategis pemerintah untuk memastikan penanganan narkotika dilakukan secara 

terpusat, sinergis, dan efektif, sekaligus sebagai komitmen Indonesia dalam 

memenuhi standar internasional terkait pemberantasan narkoba.6 

Perkembangan atau pertumbuhan peredaran Narkotika di Indonesia yang begitu 

cepat disebabkan oleh kemajuan tekhnologi informasi dan transportasi sehingga 

untuk mencegah masuknya barang berbahaya terlarang itu menjadi tantangan terberat 

bagi aparat penegak hukum. Untuk itulah Indonesia mendirikan suatu lembaga BNN 

yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan akdiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Program P4GN 

dilaksanakan oleh BNN bersama pemangku kepentingan. penerapan P4GN dimulai 

dari lingkungan terkecil seperti masyarakat, karang taruna, OSIS hingga tingkat yang 

lebih tinggi dalam pemerintahan yaitu TNI POLRI, Kejaksaan dan Pemerintah Kota. 

Keberhasilan program ini tergantung pada sinergitas seluruh komponen masyarakat di 

wilayah tersebut7 

BNN adalah sebuah Lembaga Negara Pemerinta non kementerian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi 

                                                             

6 Sofyan Hardiyanto Abubakar, Ibrahim Ahmad, dan Marten Bunga, "Upaya Penegakan Hukum 

dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Polres Kota 

Gorontalo," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2, no. 3 (2025): 187–203. 

7 Nurul Fajariyya, "Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang," PublikA: 

Jurnal Ilmu Administrasi Negara 6, no. 3 (2017): 1–27 
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.8 BNN bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan 

tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.9 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan narkotika 

di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah tidak hanya membentuk BNN pada tingkat 

pusat, tetapi juga membentuk instansi vertikal di daerah. Berdasarkan Peraturan BNN 

Nomor  6 Tahun 2021 tentang pedoman pembentukan instansi vertikal BNN. 

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal BNN. 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota dibentuk instansi vertikal BNN. Instansi vertikal BNN yang 

terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disebut BNNP dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota selanjutnya disebut BNNK.10  

BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BNN. mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 

BNN dalam wilayah Provinsi. Pembentukan BNNP dimaksudkan untuk memperluas 

jangkauan pelaksanaan tugas BNN dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di daerah. BNNP memiliki tugas 

                                                             
8 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), hlm. 4. 

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Jakarta, 

2009), hlm. 12. 

10 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan 

Narkotika Nasional (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 5. 
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melaksanakan kebijakan nasional BNN pada tingkat provinsi, melakukan koordinasi 

dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dalam melaksanakan 

tugasnya, BNNP menyelenggarakan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

rehabilitasi, pemberantasan, intelijen, serta kerja sama dengan berbagai instansi 

terkait. Melalui fungsi tersebut, BNNP berperan sebagai penghubung antara 

kebijakan yang ditetapkan BNN pusat dengan implementasi program di tingkat 

daerah. 

 BNNK berkedudukan di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada 

Kepala BNNP. Secara normatif keberadaan BNNK diatur dalam Peraturan BNN RI 

Nomor 6 tahun 2021 Pasal 1 ayat (3); BNNK adalah instansi vertikal BNN yang 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah kebupaten/kota.  BNNK 

bertujuan sebagai perpanjangan tangan BNN yang berada pada tingkat kabupaten dan 

kota. Pembentukan BNNK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

pada tingkat lokal, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat 

kerawanan, dan tantangan yang berbeda dalam menghadapi permasalahan narkotika. 

penegakan hukum terbatas, termasuk melakukan penyelidikan, pemetaan wilayah 

rawan, dan operasi bersama untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika.  

BNNK memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat 

kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNNK berfungsi sebagai 

pelaksana koordinasi antarinstansi terkait, baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, 

dinas kesehatan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat. BNNK juga 

menyelenggarakan fungsi pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti 

narkoba kepada masyarakat fungsi pemberdayaan masyarakat dalam membangun 
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lingkungan yang bersih narkoba serta fungsi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan 

narkotika melalui layanan konseling, asesmen, dan rujukan medis11.  

Masalah Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang 

mengancam ketahanan nasional dan kualitas generasi masa depan. Upaya pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan komprehensif, 

tidak hanya melalui tindakan represif hukum pidana, melainkan juga melalui 

pendekatan kelembagaan yang responsif di tingkat lokal. Sebagai salah satu kota 

strategis di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare memegang peranan krusial 

dalam konstelasi ekonomi dan transportasi regional. Secara geografis, Parepare 

ditunjang oleh keberadaan Pelabuhan Nusantara, yang berfungsi sebagai salah satu 

pintu gerbang utama pergerakan barang dan manusia dari dan menuju kawasan 

Indonesia Tengah serta Timur.  

Namun, di balik fungsi strategis ekonomi tersebut, Pelabuhan Nusantara 

Parepare juga menyimpan kerawanan tindak pidana yang tinggi, khususnya sebagai 

jalur masuk utama (entry point) penyelundupan narkotika jaringan internasional dan 

antar-pulau. Berbagai pengungkapan kasus besar oleh aparat penegak hukum 

menunjukkan bahwa modus operandi penyelundupan narkotika jenis sabu dalam 

skala puluhan kilogram kerap memanfaatkan kelengahan pengawasan di area 

pelabuhan ini. Posisi Parepare yang merupakan wilayah perlintasan menjadikan kota 

ini tidak hanya sekadar tempat transit, tetapi juga berpotensi besar menjadi pasar 

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang masif di kalangan masyarakat 

lokal. Maraknya pasokan narkotika yang masuk melalui jalur laut ini berbanding 

lurus dengan meningkatnya jumlah korban penyalahguna yang membutuhkan 

penanganan mendesak. 

                                                             
11 Diki Pahlevi, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di 

Kelurahan Pelita Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan 8, no. 1 (2020): 170. 
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Kota Parepare belum memiliki instansi vertikal kedinasan berupa BNNK yang 

definitif menyelenggarakan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

rehabilitasi dan pemberantasan.  masi masih bertumpu pada BNNP Sulawesi Selatan 

yang berkedudukan di Makassar Keterbatasan struktural dan jarak geografis ini 

menyebabkan pecegahan permasalahan narkotika di Parepare berjalan kurang optimal 

dan cenderung bersifat reaktif sehingga pemerintah kota meresponya dengan 

melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan juga kepolisian, akan tetapi 

kesemuannya itu relatif kurang maksimal dan penuh keterbatasan.  

Oleh karena itu, maka disinilah letak perlunya diadakan BNNK di kota 

parepare, agar penanganannya terhadap penyalahgunaan dan peredaaran narkotika 

dapat diatasi,dicegah maupun ditindak secara efektif dan juga efesien. Pemerintah 

Kota Parepare sendiri sebenarnya telah merespons kondisi darurat ini dengan 

menginisiasi tahapan proses pembentukan BNNK, yang salah satunya ditandai 

dengan kesepakatan hibah tanah dan pemenuhan dokumen administratif.  

Pemerintah kota parepare hingga saat ini rutin melakukan komunikasi dengan 

BNNP Makassar yang telah merespon dan juga mendukung pembentukan BNNK di 

Parepare dengan mempersiapkan segala kebutuhan dan juga persyaratan-

persyaratannya dalam rangka rencana Pembentukan BNNK di Parepare dalam waktu 

yang relatif dekat. Prosedur pembentukan BNNK di Parepare harus melalui beberapa 

tahapan dan juga persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Hukum. Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian dengan 

judul “Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan 

Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif Siyasah Syar’iyyah)”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana urgensi pembentukan BNNK berdasarkan Perpres Nomor 47 

Tahun 2019 di Kota Parepare? 

2. Bagaimana kesiapan Pemerintah daerah dalam proses pembentukan BNNK di 

Kota Parepare? 
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3. Bagaiaman Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terkait upaya pembentukan BNNK di 

Kota Parepare? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan BNNK berdasarkan Perpres Nomor 

47 Tahun 2019 di Kota Parepare. 

2. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan 

BNNK di Kota Parepare. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terkait upaya pembentukan 

BNNK di Kota Parepare. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis   

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan   

Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum tata negara, khususnya 

dalam konteks pembentukan lembaga baru di tingkat kota yang relevan 

dengan tantangan kontemporer seperti peredaran narkotika.   

b. Referensi Akademik   

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, atau 

peneliti lain yang tertarik pada topik pemberantasan narkotika, 

pembentukan lembaga daerah, atau analisis kebijakan publik. 

c. Membangun Landasan  Konseptual   

Mengembangkan pemahaman teoritis tentang pentingnya peran lembaga 

khusus seperti BNN Kota dalam mendukung kebijakan nasional 

pemberantasan narkotika melalui pendekatan lokal.   

2. Manfaat Praktis   

a. Rekomendasi Kebijakan   
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Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah dan pusat mengenai 

perlunya pembentukan BNNK di Parepare untuk menangani permasalahan 

narkotika secara lebih efektif.  

b. Peningkatan Efektivitas Penanganan Narkotika   

Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan pemangku 

kepentingan lain dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk 

memberantas peredaran narkotika di Parepare.   

c. Kesadaran Masyarakat   

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika serta 

pentingnya keberadaan lembaga khusus di tingkat kota untuk mencegah, 

menindak, dan merehabilitasi kasus penyalahgunaan narkotika.  

d. Penguatan Sinergi Antarlembaga   

Membantu membangun koordinasi yang lebih baik antara  pemerintah 

daerah, BNNP, kepolisian, kesehatan dan masyarakat dalam upaya kolektif 

memberantas narkotika.  

e. Pemecahan Masalah Nyata   

  Menyediakan solusi konkret untuk mengatasi masalah narkotika di 

Parepare yang sudah berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan 

keamanan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul 

perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika di Parepare, 

baik melalui regulasi maupun langkah-langkah implementatif yang lebih 

relevan dan efisien. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan  

Kajian terlebih dahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi  plagiasi dan  bertujuan untuk 

mengkaji beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peneliti maka 

penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

peneliti. Peninjauan ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan pemahaman 

kontekstual yang mendalam untuk mendukung penelitian ini. 

1. Penelitian oleh Muhammad Jihad Baharuddin yang berjudul “Peranan BNN 

dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali 

Mandar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BNN sangat penting 

dalam menekan laju peredaran narkotika melalui program pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Penelitian tersebut juga mengetahui sejauh mana peranan BNN dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah 

tersebut, serta untuk menelusuri tingkat penyebaran narkoba di wilayah 

Kabupaten Polewali Mandar 12. 

Penelitian Muhammad Jihad Baharuddin memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji peran Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran 

narkotika di tingkat daerah. Selain itu, kedua penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh 

melalui wawancara dan observasi guna memperoleh gambaran faktual mengenai 

                                                             
12 Muhammad Jihad Baharuddin, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah 

dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2020) 
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pelaksanaan tugas dan fungsi BNN di lapangan. Namun demikian, terdapat 

perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Muhammad Jihad Baharuddin 

menitikberatkan pada analisis pelaksanaan fungsi kelembagaan dan efektivitas 

program BNN yang telah beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar. Sementara 

itu, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai urgensi pembentukan BNN Kota 

Parepare yang hingga saat ini belum memiliki lembaga BNN secara mandiri. 

Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada penguatan argumentasi 

yuridis dan kebijakan sebagai landasan dalam mendorong pembentukan BNN 

Kota Parepare. 

2. Penelitian oleh Galuh Parwa Hanifah yang berjudul “Efektivitas Konseling 

Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika 

Nasional Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa BNN memiliki peranan penting 

dalam proses rehabilitasi dan pembinaan moral pecandu narkotika melalui 

layanan konseling individual. Penelitian ini menekankan aspek efektivitas 

program dan layanan yang telah berjalan, bukan pada urgensi pembentukan 

kelembagaan. Namun, hasilnya memberikan dasar empiris bahwa kehadiran BNN 

di tingkat kota mampu meningkatkan pengendalian diri masyarakat terdampak 

narkoba.13 

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Parwa Hanifah memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama berorientasi pada upaya penguatan sistem 

pencegahan dan penanggulangan narkotika di tingkat daerah guna menciptakan 

keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat 

perbedaan pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Galuh Parwa Hanifah 

menekankan pada efektivitas pelaksanaan program dan layanan BNNK yang telah 

terbentuk, sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan BNN 

                                                             
13 Galuh Parwa Hanifah, Efektivitas Konseling Individual terhadap Regulasi Diri Pecandu 

Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2024) 
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Kota Parepare dengan meninjau aspek kelembagaan, landasan hukum, serta 

koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan 

narkotika. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif 

eksperimental untuk mengukur efektivitas layanan terhadap individu, sementara 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk 

menganalisis kebutuhan pembentukan BNN berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kondisi sosial masyarakat di Kota Parepare. 

3. Penelitian Dandi yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota 

Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari 

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" memiliki kesamaan dengan penelitian ini 

karena sama-sama membahas kelembagaan Badan Narkotika Nasional dalam 

perspektif hukum Islam serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, 

kedua penelitian sama-sama bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan 

penyalahgunaan narkotika melalui penguatan peran lembaga negara. Namun, 

terdapat perbedaan pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Dandi berfokus 

pada peran BNN Kota Palopo yang telah terbentuk dalam melaksanakan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dengan perspektif fiqh siyasah 

dusturiyah.14  

Sementara itu, penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Badan Narkotika 

Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

47 Tahun 2019 dengan menitikberatkan pada aspek yuridis, kebutuhan 

kelembagaan, kebijakan publik, serta perspektif Syar'iyyah terhadap pentingnya 

pembentukan BNNK. Dengan demikian, penelitian Dandi lebih berorientasi pada 

evaluasi pelaksanaan fungsi lembaga yang telah ada, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada analisis kebutuhan pembentukan lembaga baru sebagai upaya 

                                                             
14 Dandi, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum 

terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah  Institut Agama 

Islam Negeri Palopo, 2022 
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memperkuat pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan 

narkotika di Kota Parepare. 

B. Landasan Teoretis  

1. Teori Negara Hukum (Jimly asshidiqie)  

Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri berdasarkan ketentuan 

hukum yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara. Keadilan 

menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat, 

sehingga sebagai landasan keadilan tersebut diperlukan pendidikan moral bagi 

setiap individu agar mereka dapat menjadi warga negara yang berintegritas. 

Dengan demikian, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang 

sejati apabila aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan 

sosial antarwarga negara.15 

Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum  

(Rechtsstaat), bukan negara yang bertumpu pada kekuasaan semata 

(Machtsstaat). Prinsip ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap 

supremasi hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pemisahan serta pembagian 

kekuasaan sesuai sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar, serta adanya jaminan hak asasi manusia. Selain itu, negara hukum 

menuntut terselenggaranya peradilan yang independen dan imparsial, menjamin 

kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum, serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. Dengan konsep negara 

hukum tersebut, hukum menjadi otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Artinya, hukumlah yang memimpin jalannya negara sesuai dengan 

                                                             

15 Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Semarang: UNISSULA Press, 2016), hlm. 1. 
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prinsip the rule of law, and not of man, yang sejalan dengan konsep nomocratie, 

yaitu kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (nomos).16 

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara 

hukum (rechtsstaat) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri 

tegaknya suatu negara hukum yaitu:  

a. Supremasi Hukum (Supremacy Of Law) 

b. Persamaan Dalam Hukum (Equality Before The Law)  

c. Asas Legalitas (Due Process Of Law)  

d. Pembatasan Kekuasaan  

e. Organ-Organ Eksekutif Independen  

f. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak  

g. Peradilan Tata Usaha Negara  

h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)  

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia  

j. Bersifat Demokratis (Democratische Reshtsstaat)  

k. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat)  

l. Transparansi Dan Kontrol Sosial 

Dalam setiap negara hukum, diberlakukan asas legalitas dalam berbagai 

bentuknya (due process of law), yakni bahwa seluruh tindakan pemerintahan 

harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 

Peraturan tertulis tersebut wajib telah ada dan berlaku sebelum suatu tindakan 

atau keputusan administrasi dijalankan. Dengan demikian, setiap tindakan 

administrasi negara harus bersandar pada ketentuan atau prosedur hukum (rules 

and procedures). Prinsip normatif ini pada satu sisi tampak sangat rigid dan 

                                                             
16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2021), hlm. 57. 
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berpotensi menimbulkan kelambanan dalam birokrasi. Oleh karena itu, untuk 

memberikan ruang gerak bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan 

tugasnya, diterapkan pula prinsip vrij ermessen, yaitu kewenangan diskresi yang 

memungkinkan pejabat administrasi mengembangkan dan menetapkan sendiri 

beleid regels atau policy rules yang berlaku secara internal, secara bebas dan 

mandiri, dalam rangka melaksanakan tugas jabatan yang telah dibebankan oleh 

peraturan yang sah.17 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNK 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui 

Kepala BNNP. BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas 

BNNK menyelenggarakan fungsi; 

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi. 

b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka 

pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;  

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota; dan 

f.  pelayanan administrasi BNNK/Kota. 

2. Teori kebijakan publik (Andersone)   

Kebijakan publik adalah seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka 

berpikir yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan 

bagaimana suatu kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi 

                                                             
17 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 224–231. 
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oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan yang 

ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup tindakan maupun pilihan 

untuk tidak melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk respons negara terhadap 

persoalan publik yang memerlukan intervensi melalui aturan, larangan, atau 

instruksi tertentu. Dalam ranah administrasi pemerintahan, kebijakan publik 

dipahami sebagai keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga negara yang 

memiliki legitimasi, baik dari aspek pembiayaan, dasar hukum, maupun otoritas 

formal dalam struktur pemerintahan.18 Menurut Anderson, Dye Proses kebijakan 

merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui untuk memahami suatu gejala 

atau fenomena yang memerlukan penyelesaian melalui satu atau lebih kebijakan 

publik. Dengan kata lain, proses ini mencakup penelusuran asal-usul atau akar 

permasalahan, cara penyelesaiannya, dinamika yang terjadi setelah masalah 

direspons, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Rangkaian tahapan 

tersebut pada akhirnya membantu memperjelas struktur masalah yang 

sebenarnya.  

Adapun tahapan (langkah) kebijakan: 

a. Identifikasi Masalah Kebijakan  

Tahap pertama adalah mengenali dan merumuskan masalah publik 

yang memerlukan intervensi pemerintah. Identifikasi dilakukan berdasarkan 

public issues dan public opinion yang berkembang di masyarakat. Pada 

tahap ini, pemerintah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya 

masalah, baik faktor internal maupun eksternal, termasuk kondisi sosial, 

politik, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan 

bahwa masalah tersebut benar-benar nyata, mendesak, dan membutuhkan 

penyelesaian melalui kebijakan publik. 

                                                             
18 Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).hal.8 
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b. Penyusunan Agenda kebijakan  

Pada tahap ini, pemerintah menyaring berbagai masalah yang telah 

teridentifikasi untuk menentukan mana yang layak diprioritaskan dan 

dimasukkan dalam agenda kebijakan. Penetapan agenda melibatkan 

pertimbangan urgensi, tingkat dampak, dukungan publik, serta peluang 

keberhasilan implementasi. Media massa, kelompok kepentingan, serta 

pejabat publik turut berperan dalam menyoroti persoalan yang dianggap 

penting. Isu yang berhasil masuk agenda kemudian menjadi fokus 

pengambilan keputusan pemerintah. 

c. Perumusan Kebijakan  

Tahap formulasi merupakan proses menyusun alternatif solusi untuk 

menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan dalam agenda. Pada tahap ini 

dilakukan pemilihan solusi terbaik melalui kajian rasional, analisis 

kebijakan, dan pertimbangan politis. Berbagai aktor terlibat, seperti birokrasi 

pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, kelompok kepentingan, serta 

lembaga perencana kebijakan. Output utama dari tahap ini adalah rancangan 

kebijakan yang telah melalui penyusunan opsi, analisis kelayakan, dan 

penetapan policy hypothesis atau asumsi kebijakan yang menjadi dasar 

pengambilan keputusan. 

d. Pengesahan Kebijakan  

Pengesahan kebijakan dilakukan melalui mekanisme politik dan 

hukum agar kebijakan memperoleh legitimasi formal untuk diterapkan. 

Proses ini melibatkan lembaga legislatif, presiden atau kepala daerah, partai 

politik, dan kelompok penekan. Tahap ini menghasilkan dasar hukum yang 

kuat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau 

kebijakan strategis lainnya. Legitimasi ini diperlukan agar pelaksanaan 

kebijakan dapat dilakukan sesuai prosedur dan memperoleh dukungan dari 

otoritas yang berwenang. 
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e. Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan ke dalam 

tindakan nyata. Pelaksanaannya dilakukan oleh birokrasi (administrator), 

didukung oleh anggaran publik, sumber daya manusia, serta mekanisme 

koordinasi antar lembaga. Tahap ini meliputi: 

1) Penyusunan pedoman pelaksanaan (SOP/administration process) 

2) Penetapan tugas pelaksana 

3) Penyediaan layanan (service delivery) 

4) Pengawasan pelaksanaan di lapangan 

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan, 

koordinasi lembaga, kompetensi pelaksana, dan kesesuaian anggaran. 

f. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa 

aspek sebagaimana ditulis di catatan: 

1) Evaluasi Proses (Process Evaluation): menilai bagaimana kebijakan 

dijalankan. 

2) Evaluasi Hasil (Output Evaluation): menilai capaian langsung dari 

pelaksanaan kebijakan. 

3) Evaluasi Dampak (Impact Evaluation): menilai pengaruh kebijakan 

terhadap masyarakat. 

4) Evaluasi Biaya (Cost Evaluation): mengukur kesesuaian antara biaya 

dan manfaat. 

5) Evaluasi Manfaat (Benefit Evaluation): menilai keuntungan atau manfaat 

yang diterima masyarakat. 
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Dalam konteks Indonesia, evaluasi juga dapat dilakukan oleh lembaga 

independen seperti Ombudsman, terutama ketika menyangkut kualitas 

pelayanan publik dan dugaan maladministrasi.19 

3. Teori Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan Islam 

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, 

dan sebagainya. Prinsip (al-ashl) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang 

dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu 

baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan 

Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan 

dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat 

b. Prinsip Musyawarah 

c. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia 

d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan  

e. Prinsip Ketaatan Rakyat 

f. Prinsip Persamaan 

g. Prinsip Keadilan 

h. Prinsip Peradilan Bebas 

i. Prinsip Perdamaian 

j. Prinsip Kesejahteraan 

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada Ssatu prinsip yang kiranya relevan 

dengan penelitian ini terkait Urgrnsi Pembentukan Badan Narkotika Nasional 

Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota Parepare, 

yaitu Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 

                                                             
19 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) (bandung, 2017). 
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Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini 

bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk melindungi dan 

memelihara kepentingan hidup manusia baik  materil maupun spiritual, 

individual, dan social. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap kebutuhan 

pokok manusia ini sebagai berikut: 

a. Perlindungan terhadap Agama 

Secara garis besar, agama Islam diturunkan Allah untuk mengatur 

kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, antar sesama 

manusia, dan dengan alam sekitar. Kehadiran agama bagi manusia pada 

dasarnya untuk mengatur semua hubungan tersebut. Agama juga mengatur 

bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar, 

sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Menurut Muthahhari, agama 

merupakan kebutuhan fitri dan emosional manusia, dan agama juga 

merupakan satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitri 

manusia yang tak sesuatu pun dapat menggantikan kedudukannya. 

Pemerintah Islam wajib melindungi eksistensi agama ini, memberikan 

keleluasaan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah, memberikan 

fasilitas untuk jalannya dakwah agama, dan dalam kondisi tertentu ketika 

dakwah itu terhalangi, pemerintah wajib menghilangkan perintang dakwah 

tersebut, bahkan Islam memberikan kewenangan untuk jihad atau 

memerangi perintang dakwah. Dengan demikian, perlindungan terhadap 

agama adalah dalam rangka menjaga eksistensi agama. Perlindungan 

terhadap eksistensi agama pada akhirnya juga dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan dan kebutuhan asasi manusia itu sendiri. 

b. Perlindungan terhadap Jiwa 

Hak hidup setiap manusia adalah bagian dari hak asasinya yang tidak 

boleh dirampas oleh siapa pun. Untuk menjaga kelangsungan hidup 

manusia, setiap orang wajib melakukan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keselamatan jiwa, menghindari hal-hal yang membahayakan, serta 
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memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka melindungi jiwa manusia, Allah 

menetapkan hukum kisas, kafarat, dan diyat bagi pembunuh atau perampas 

kehidupan. Kewajiban menerapkan hukuman pidana tersebut berada di 

tangan pemerintah Islam, sedangkan hak menuntut kisas, diyat, atau 

memberikan maaf berada pada ahli waris pihak yang terbunuh. 

c. Perlindungan Terhadap Akal 

Menurut Wahbah al-Zuhaily, Allah menjadikan akal sebagai kunci 

untuk mengungkap berbagai persoalan, ilmu sebagai instrumen untuk 

memahami fenomena-fenomena kehidupan, dan sebagai metode suksesnya 

pembangunan dan kemajuan. Allah memuliakan manusia dan meninggikan 

kedudukannya melalui akal, menjadikan akal sebagai sumber dan basis 

pengetahuan. Atas dasar ini, maka menggunakan dan melatih akal itu 

menjadi kewajiban yang tidak terbatas. Akal merupakan faktor penting bagi 

manusia sekaligus menjadi faktor pembeda dengan makhluk-makhluk lain, 

bahkan akal inilah yang menentukan kualifikasi diberikannya tugas-tugas 

keagamaan (taklif) dan pertanggungjawabannya. 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

ينُ هوَُ الْعقَْلُ لََ دِينَ لِمَنْ لََ عَقْلَ لهَُ   الدِِّ

“Agama itu akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.” 

 

Untuk melindungi dan memelihara berfungsinya akal, Allah melarang 

dan mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal seperti khamar 

dengan segala macam jenisnya. Larangan dan pengharaman khamar ini 

tidak terbatas pada orang yang mengonsumsinya, tetapi pada semua pihak 

yang terlibat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang 

melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamar. 
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d. Perlindungan terhadap Keturunan  

Guna memelihara keturunan, Allah menurunkan peraturan tentang 

pernikahan, yang dengan peraturan ini manusia dapat melangsungkan dan 

melestarikan eksistensinya. Di samping itu, dalam ajaran Islam terdapat 

etika pergaulan agar manusia terhindar dari perbuatan zina, seperti perintah 

mengenakan jilbab bagi wanita, larangan bepergian bagi wanita tanpa 

muhrim, keharusan menundukkan pandangan bagi laki-laki, dan 

sebagainya. Pada saat yang bersamaan, Allah melarang setiap bentuk 

perzinahan dengan menentukan sanksi yang berat. 

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 2: 

لََ تأَخُْذْكُمْ بِهِمَا رَ  نْهُمَا مِائةََ جَلْدةٍٍَۖ وَّ انِيْ فَاجْلِدوُْا كلَُّ وَاحِدٍ مِ  انيَِةُ وَالزَّ ِ الَزَّ ِ انِْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِلِله أفَْة  فيِْ دِيْنِ اللّٰه

نَ الْمُؤْمِنيِْنَ  خِرِِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذاَبَهُمَا طَاۤىِٕفَة  م ِ ۝٢ وَالْيَوْمِ الَْٰ  

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman." 

Aturan-aturan tentang etika pergaulan dalam Islam dan cara 

berpakaian bagi muslimah, anjuran dan ketentuan pernikahan, pengenaan 

hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual (liwath), dan sebagainya, 

dimaksudkan untuk melindungi keturunan dan menjaga eksistensi manusia. 

Pemerintah Islam wajib menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam 

ajaran Islam ini. 

 

 



24 
 

 

e. Perlindungan terhadap Harta 

Dalam kehidupan umat manusia, harta benda merupakan bagian 

penting dalam menopang kehidupan di tengah masyarakat. Ajaran Islam 

menganjurkan manusia untuk bekerja dan meraih harta benda dengan cara 

yang halal. Harta yang diperoleh seseorang secara hak harus dilindungi oleh 

pemerintah, tidak seorang pun diperbolehkan merampasnya. Dalam upaya 

melindungi harta itu, Allah menurunkan hukum potong tangan bagi pencuri. 

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 38: 

ا ايَۡدِيَهُمَا جَزَاءًًٓۢ بِمَا كَسَباَ نَ ُ عَزِيۡز  حَكِيۡم  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعوُۡۤ ِؕ  وَاللّٰه نَ اللّٰه ٣٨ ـكَالًَ م ِ  

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan 

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana." 

Ketentuan hukuman bagi pencuri ini dimaksudkan untuk mencegah 

gangguan keamanan harta benda, mencegah kerusakan ekonomi yang 

menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia dan bahkan menjadi 

urat nadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. 20 

Dengan demikian, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia 

menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, 

pemerintah, dan masyarakat berdasarkan hukum Islam. 

 

 

 

                                                             
20 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Jakarta: Amzah,2019), hlm.22-

29. 
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C. Tinjauan Konseptual 

1. Urgensi 

Urgensi menurut KBBI  adalah keadaan yang sangat penting hal yang 

mendesak untuk segera dilakukan. Dengan kata lain, urgensi menggambarkan 

suatu tingkat kepentingan yang tinggi terhadap sesuatu yang memerlukan 

tindakan segera. Dalam konteks akademik atau penelitian, istilah ini sering 

digunakan untuk menegaskan alasan mengapa suatu masalah perlu diteliti atau 

ditangani sekarang juga, karena memiliki dampak penting atau konsekuensi besar 

bila diabaikan. Jadi, ketika sebuah penelitian membahas “urgensi pembentukan” 

suatu lembaga, misalnya, itu berarti penelitian tersebut ingin menyoroti betapa 

penting dan mendesaknya pembentukan lembaga tersebut guna menjawab 

kebutuhan hukum, sosial, atau administrasi yang tidak bisa ditunda.21 

2. Pembentukan  

Pembentukan berasal dari kata bentuk, yang berarti proses, cara, atau 

perbuatan membentuk (mendirikan, menyusun, atau menata sesuatu). Secara 

umum, pembentukan dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya dalam 

menciptakan, menyusun, atau mewujudkan sesuatu yang baru, baik berupa 

lembaga, peraturan, organisasi, maupun kebijakan. Dalam konteks penelitian 

hukum atau tata negara, pembentukan sering mengacu pada proses hukum dan 

administratif dalam mendirikan atau menetapkan suatu lembaga atau peraturan 

yang memiliki dasar hukum, prosedur, serta tujuan tertentu sesuai kebutuhan 

masyarakat atau negara. Jadi jika dikaitkan dengan istilah seperti “Pembentukan 

BNNK”, maka artinya adalah proses membentuk atau mendirikan badan tersebut 

secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku 

 

                                                             
21 Erma Ariefiani, Urgensi Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana 

Berbasis Hukum Progresif (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 32 
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3. BNNK 

BNNK merupakan lembaga vertikal dari Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota dan 

memiliki tugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. BNNK 

dibentuk sebagai perpanjangan tangan BNN di daerah guna mengoptimalkan 

pelaksanaan program P4GN. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 

2019, BNNK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

BNN melalui Kepala BNNP. BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, 

fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam 

melaksanakan tugas BNNK menyelenggarakan fungsi; 

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi. 

b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka 

pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;  

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota; dan 

f.  pelayanan administrasi BNNK/Kota. 
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D. Kerangka Pikir  

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan 

Pemerintah Kota 

Parepare 

Tinjauan Siyasah syar’iyyah Terhadap Urgensi Pembentukan Badan Narkotika 
Nasional kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota 

Parepare  

(Prespektif Siyasah Syar/iyyah) 

Pembentukan BNNK Kota Parepare merupakan 

kebutuhan yang mendesak didukung oleh kesiapan 

Pemerintah Kota Parepare, serta sejalan denganp rinsip-

prinsip Siyasah Syar'iyyah masyarakat melalui 

pelaksanaan program P4GN yang lebih efekti dalam 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui 

pelaksanaan program P4GN yang lebih efektif 

Urgensi pembentukan 

BNNK Parepare 

Tinjauan Siyasah 

Syar'iyyah terhadap 

pembentukan BNNK 

Teori Negara Hukum 

( Jimli Assidiqie) 

Perpres Nomor 47 

Tahun 2019  

Teori Kebijakan Publik 

(Andersone)  

1. Indentifikasi Masalah  
2. Penyusunan agenda 

kebijakan  

3. Perumusan kebijakan 

4. Pengesahan kebijakan 
5. Implementaasi 

kebijakan 

6. Evaluasi kebijakan  

1. Hifz ad-Din 

2. Hifz an-Nafs 

3. Hifz al-‘Aql 

4. Hifz an-Nasl 

5. Hifz al-Mal 

 

Teori Perinsip-

perinsip Siyasah 

syar’iyyah: (Ridwan) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan  Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan 

fakta yang ditemukan di lapangan.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif karena mengacu pada pandangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan 

wawancara dengan pihak terkait di pemerintah Parepare, mengenai pembentukan 

BNNK Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan 

menganalisis objek yang diteliti seperti mencari tahu mengenai pelaksanaan BNN. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Parepare, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pemilihan Pemerintah Kota Parepare sebagai lokasi penelitian 

didasarkan karena  hingga saat ini Kota Parepare belum memiliki BNNK yang 

definitif sedangkan Kota Parepare merupakan salah satu kota strategis di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki posisi penting sebagai pusat perdagangan dan 

transportasi, terutama dengan keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare. Kondisi 

tersebut menyebabkan Kota Parepare memiliki tingkat kerawanan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga diperlukan upaya 

penanganan yang lebih optimal melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota 

(BNNK). Parepare. Pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada peran Pemerintah 

Kota Parepare dalam mempersiapkan pembentukan BNNK, baik melalui penyediaan 

lahan, pemenuhan persyaratan administrasi, maupun koordinasi dengan instansi 

terkait.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yang 

meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, 

serta pengolahan data yang relevan dengan penelitian. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan inti perhatian yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian agar pembahasan tidak melebar dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, peneliti menetapkan fokus penelitian untuk memberikan batasan yang 

jelas terhadap objek yang diteliti sehingga pembahasan lebih terarah dan sesuai 

dengan rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan BNNK 

di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dengan 

menitikberatkan pada kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan 

BNNK. Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada upaya dan 

kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi persyaratan pembentukan 

BNNK, serta mengkaji urgensi pembentukan BNNK berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ditinjau dari perspektif Siyasah Syar'iyyah. Dengan 

demikian, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

urgensi pembentukan BNNK, kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses 

pembentukannya, serta tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap upaya pembentukan 

BNNK di Kota Parepare. 

D. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan  data 

misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data 

dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 

ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dapat 

dikelompokkan menjadi: 
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a) Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya 

perantaraan seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih 

dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber 

dari yaitu masyarakat yang bekerja di lingkup yang berkaitan BNN. 

b)  Data sekunder dalam penelitian wawancara merujuk pada informasi yang 

sudah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh peneliti atau lembaga lain 

yang kemudian digunakan kembali dalam penelitian baru, data ini 

diperoleh langsung melalui wawancara atau pengumpulan data lapangan 

tetapi melaluli analisis sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal 

dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang narkotika.22 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang stategis dalam suatu 

penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi stanadar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan 

yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat 

dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. 

Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang 

diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian 

berdasarkan perspektif individu yang terlibat.  Metode ini digunakan untuk 

                                                             
22 Slamet Widodo dkk., Buku Ajar Metode Penelitian, ed. M. Seto Sudirman (Pangkal Pinang: 

CV Science Techno Direct, 2023), hlm. 45 
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melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan ayang diteliti.   

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar 

pewawancara (interviewer) melalui komunikasi langsung. Dapat pula 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakpan tatap muka antara 

pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya 

langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya. Adapun 

wawancara yang dilakukan langsung dengan Pak Hermanto  selaku wakil wali 

Kota Parepare 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh 

informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada 

pada responden. Dalm hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena 

dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, 

menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait 

dengan pembahsan dan permasalahan peneliti.23 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, penerapan berbagai metode pengujian keabsahan 

data menjadi instrumen krusial untuk menjamin kualitas dan validitas karya 

ilmiah tersebut. Rangkaian pengujian ini mencakup evaluasi terhadap aspek 

kredibilitas (credibility), transferabilitas (transferability), dependabilitas 

                                                             
23 Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan 

dan Informasi 3, no. 1 (2017): 52 
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(dependability), dan konfirmabilitas (confirmability). Verifikasi terhadap data 

yang terkumpul merupakan prasyarat mutlak guna memastikan bahwa seluruh 

informasi yang disajikan memenuhi standar metodologi penelitian ilmiah yang 

akuntabel. 

1. Credibility 

Untuk memenuhi tingkat kebenaran data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian, digunakan uji kredibilitas (credibility) atau derajat kepercayaan. Uji 

kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar 

menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana 

hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata mengenai kesiapan Pemerintah Kota 

Parepare dalam proses pembentukan BNNK. Peneliti melakukan perpanjangan 

keikutsertaan (prolonged engagement) dengan terlibat secara langsung di lokasi 

penelitian agar dapat memahami situasi yang sebenarnya sekaligus membangun 

hubungan yang baik dengan informan dari Pemerintah Kota Parepare yang terlibat 

dalam proses pembentukan BNNK. 

Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, 

yaitu membandingkan serta mengonfirmasi data yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai 

informan kemudian dicocokkan dengan dokumen serta peraturan yang berkaitan 

dengan pembentukan BNNK. Dengan demikian, konsistensi dan keabsahan data 

dapat terjamin sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. 

2. Transferability 

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas (transferability) menunjukkan 

sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dijadikan rujukan pada konteks 

atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Penilaian mengenai 

keterterapan hasil penelitian sepenuhnya diserahkan kepada pembaca berdasarkan 

kelengkapan informasi yang disajikan oleh peneliti. 
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Untuk mendukung transferabilitas, peneliti menyajikan uraian secara rinci 

(thick description) mengenai kondisi penelitian di Pemerintah Kota Parepare, 

meliputi latar belakang perlunya pembentukan BNNK, kesiapan pemerintah 

daerah dalam memenuhi persyaratan pembentukan BNNK, serta mekanisme 

koordinasi yang dilakukan dalam proses pembentukannya. Selain itu, hasil 

wawancara dengan informan, dokumentasi, dan data pendukung lainnya 

digunakan sebagai bukti empiris untuk memperkuat temuan penelitian. 

Dengan penyajian data yang lengkap dan sistematis, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki kondisi 

serupa dalam proses pembentukan BNNK. 

3. Dependability  

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability (ketergantungan) dilakukan 

untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berlangsung secara konsisten, 

sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu penelitian dikatakan 

memiliki tingkat dependability yang baik apabila proses penelitian dapat 

ditelusuri dan dievaluasi oleh pihak lain. 

Untuk menjaga dependability, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan 

penelitian secara rinci dalam bentuk jejak audit (audit trail), mulai dari 

penyusunan proposal, penentuan informan, penyusunan pedoman wawancara, 

pelaksanaan wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Parepare, kegiatan 

observasi, pengumpulan dokumentasi, hingga proses analisis data dan penarikan 

kesimpulan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa penelitian dilaksanakan 

secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability (ketergantungan) dilakukan 

untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilaksanakan secara 

konsisten, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu penelitian dinilai 
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memiliki tingkat dependability yang baik apabila seluruh tahapan penelitian dapat 

ditelusuri, diperiksa, dan dievaluasi oleh pihak lain. 

Untuk menjaga dependability, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan 

penelitian dalam bentuk jejak audit (audit trail), mulai dari penyusunan proposal 

penelitian, penentuan informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan 

wawancara dengan informan dari Pemerintah Kota Parepare, kegiatan observasi, 

pengumpulan dokumentasi, proses reduksi dan analisis data, hingga penarikan 

kesimpulan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa penelitian dilaksanakan 

secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif, sehingga hasil 

penelitian memiliki tingkat konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah yang diteliti, salah satu proses penelitian adalah analisis data. Keakuratan 

kesimpulan sangat dipengaruhi oleh keakuratan dan keakuratan alat analisis yang 

digunakan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik karena data kualitatif luas, 

terperinci, dan panjang. Hal ini terutama berlaku untuk meringkas dan 

menggabungkan informasi ke dalam analisis aliran yang dapat dipahami oleh 

orang lain24. Tiga langkah yang harus diambil untuk melakukan analisis data 

kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data 

yang berkaitan dengan urgensi pembentukan BNNK, kesiapan Pemerintah Kota 

                                                             
24 M. Husnullail, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Asbui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan 

Data dalam Riset Ilmiah," Jurnal Genta Mulia 15, no. 2 (2024): 70–78 
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Parepare dalam proses pembentukannya, serta data yang berkaitan dengan 

perspektif Siyasah Syar'iyyah. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian 

disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis 

dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun kutipan hasil wawancara sehingga 

memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Pada tahap ini, data 

mengenai kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam pembentukan BNNK 

disajikan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta dikaitkan 

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 

3. Pengambilan Keputusan  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Kesimpulan 

disusun berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dianalisis secara 

mendalam sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. 

Kesimpulan yang dihasilkan memuat gambaran mengenai urgensi pembentukan 

BNNK, kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukannya, serta 

tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap upaya pembentukan BNNK di Kota 

Parepare. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Urgensi pembentukan BNNK Berdasarkan Perpres Nomor 47 tahun 2019 di 

Kota Parepare  

Untuk menjawab rumusan masalah Urgensi pembentukan BNNK Parepare 

ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika (P4GN) Kota Parepare. penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum 

yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu 

prinsip penting dalam negara hukum adalah berlakunya asas legalitas (due process of 

law), yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Urgensi pembentukan BNNK 

Parepare ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika  (P4GN) Kota Parepareharus berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Dalam penelitian ini, peran Peran BNNK dianalisis berdasarkan ketentuan 

dalam Perpres Nomor. 47 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur mengenai tugas, 

fugsni dan wewenang BNNK. Oleh karena itu pembahasan mengenai Urgensi 

pembentukan BNNK Parepare yang ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam penelitian ini akan 

dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan Perpres yang tersebut diatas; 

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi. 

Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkotika melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan kesadaran hukum 
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masyarakat. Selain itu, BNNK juga berperan dalam memberdayakan masyarakat 

agar terlibat aktif dalam upaya P4GN serta memberikan layanan rehabilitasi bagi 

korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Pemerintah Kota Parepare yaitu wakil wali kota selanjutnya disebut bapak 

Hermanto, bahwa: 

“Untuk rehabilitasi, Selama ini, pelaksanaan nya masih memerlukan 

koordinasi dengan BNNP Pusat sehingga proses penanganannya terkadang 

memerlukan waktu dan mekanisme yang lebih panjang. keberadaan BNNK 

diharapkan mampu mempermudah akses layanan rehabilitasi bagi korban 

penyalahgunaan narkotika”25 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi 

pencegahan dan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai 

keterbatasan akibat belum terbentuknya BNNK di Kota Parepare. Kondisi ini 

mengakibatkan pelaksanaan program P4GN masih bergantung pada koordinasi 

dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan sehingga jangkauan program belum 

dapat dilakukan secara maksimal. ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi di 

kota Parepare belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan 

kelembagaan. Kehadiran BNNK diharapkan mampu mengintegrasikan layanan 

rehabilitasi sehingga lebih sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terbentuknya BNNK 

Parepare berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi P4GN, khususnya 

dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. 

Ketergantungan terhadap koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan 

menyebabkan proses pelayanan rehabilitasi memerlukan waktu yang lebih 

panjang, sehingga penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum 

dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Padahal, rehabilitasi merupakan salah 

satu langkah penting dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban 

                                                             
25 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April” (2026). 
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penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di 

masyarakat. 

Selain itu, keterbatasan kelembagaan juga berpengaruh terhadap 

pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program 

sosialisasi, edukasi, serta pembentukan kesadaran hukum mengenai bahaya 

narkotika belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal 

karena masih bergantung pada dukungan dan koordinasi dari BNNP Sulawesi 

Selatan. Oleh karena itu, pembentukan BNNK Parepare menjadi kebutuhan yang 

mendesak untuk memperkuat pelaksanaan fungsi P4GN di tingkat daerah. 

Keberadaan BNNK tidak hanya akan mempercepat akses layanan rehabilitasi, 

tetapi juga meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberdayaan 

masyarakat melalui pendekatan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Kota Parepare. 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam 

rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah 

Kabupaten/Kota 

Keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare semakin memperkuat posisi 

tersebut sebagai salah satu simpul transportasi laut utama yang melayani arus 

penumpang dan distribusi logistik dari berbagai wilayah, baik dalam lingkup 

regional maupun nasional. Aktivitas pelabuhan yang berlangsung secara intensif 

setiap hari memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah serta mendukung kelancaran arus perdagangan antarwilayah.  Kondisi 

tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal yang berkontribusi terhadap 

meningkatnya ancaman peredaran narkotika di wilayah Parepare. Kota Parepare 

memiliki posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, dan transportasi 

di kawasan Ajatappareng serta menjadi salah satu pintu gerbang mobilitas 

masyarakat melalui jalur darat maupun laut. 
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Keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga berpotensi 

dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika sebagai jalur distribusi barang 

terlarang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal yang 

berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan Kota Parepare terhadap 

ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi P4GN tidak hanya membutuhkan komitmen 

nasional, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat daerah agar 

pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.  

Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal yang memengaruhi 

munculnya kebutuhan pembentukan BNNK Parepare. Hingga saat ini, 

pelaksanaan program P4GN di Parepare masih bergantung pada koordinasi 

antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta BNNP Sulawesi Selatan 

Makkasar. Keterbatasan kelembagaan di tingkat kota menyebabkan pelaksanaan 

fungsi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, dan pemberdayaan masyarakat 

belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, penanganan narkotika 

memerlukan lembaga yang memiliki kewenangan khusus, sumber daya manusia 

yang memadai, serta fokus kerja yang berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, tingkat peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika di Kota Parepare menunjukkan kecenderungan yang semakin 

meningkat dan meluas. Hal ini tidak hanya terlihat dari jumlah kasus yang 

ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dari semakin terbukanya akses 

narkotika di berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkotika telah menyasar 

lingkungan pemukiman, tempat kerja informal, hingga kalangan generasi muda, 

yang menunjukkan bahwa permasalahan ini telah berkembang menjadi ancaman 

sosial yang serius. 

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Hermanto 

menyatakan bahwa:  
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“Peredaran narkotika di daerah ini sudah cukup memprihatinkan, bahkan 

sudah menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda. melihat 

adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan 

penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.”26  

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah 

daerah bahwa permasalahan narkotika bukan lagi isu yang bersifat insidental, 

melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan 

perhatian khusus. Selain itu, peningkatan jumlah kasus penangkapan dan 

rehabilitasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator konkret 

bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan. 

Dengan demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa 

kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika semakin beragam. Tidak 

hanya terbatas pada kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah remaja dan 

bahkan anak-anak. Selain itu, pekerja di sektor informal yang memiliki tingkat 

pengawasan sosial relatif rendah juga menjadi kelompok yang rentan terpapar 

narkotika. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Hermanto dalam wawancara 

bahwa: 

“Kami melihat bahwa yang terlibat bukan hanya orang dewasa, tetapi juga 

remaja, bahkan ada indikasi anak-anak mulai terpapar. Ini tentu menjadi 

perhatian serius bagi pemerintah daerah.”27 

Fakta ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pola penyebaran 

narkotika yang semakin luas dan tidak terkendali. Jika sebelumnya 

penyalahgunaan narkotika cenderung terbatas pada kelompok tertentu, kini telah 

menjadi fenomena lintas usia dan lintas profesi. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa Kota Parepare telah memasuki kategori wilayah “rawan” terhadap 

peredaran dan penyalahgunaan narkotika.  

Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas berdasarkan 

tingkat urgensi, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risiko jangka panjang. 

                                                             
26HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
27HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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Dalam konteks ini, permasalahan narkotika di Kota Parepare perlu dianalisis 

secara komparatif dengan  proses perumusan kebijakan publik, pemerintah 

daerah diharuskan  untuk membandingkan urgensi penanganan narkoba dengan 

berbagai persoalan mendesak lainnya, guna memastikan apakah pembentukan 

BNNK benar-benar menjadi agenda prioritas.28 

Jika dibandingkan dengan berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti 

kemiskinan, pengangguran, atau ketertiban umum, narkotika memiliki 

karakteristik dampak yang jauh lebih kompleks. Permasalahan narkotika tidak 

hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga menyentuh dimensi 

sosial, ekonomi, dan keamanan secara sekaligus. Penyalahgunaan narkotika 

dapat memicu meningkatnya kriminalitas, menurunkan produktivitas masyarakat, 

serta membebani sistem kesehatan dan sosial di daerah. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah melihat narkotika sebagai ancaman serius yang berdampak 

luas sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto bahwa: 

“Dampak narkotika itu bukan hanya ke individu, tapi juga ke keluarga dan 

lingkungan. Bahkan bisa memicu masalah sosial lain seperti 

kriminalitas.”29 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa narkotika memiliki pengaruh 

yang meluas yang dapat memperburuk berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan 

kata lain, narkotika bukan hanya satu dari sekian banyak masalah, tetapi 

merupakan masalah yang dapat menjadi sumber munculnya masalah-masalah 

lain. Selain dampak jangka pendek, narkotika juga memiliki konsekuensi jangka 

panjang yang sangat serius, terutama terhadap generasi muda. Penyalahgunaan 

narkotika pada usia produktif dapat menyebabkan hilangnya potensi sumber daya 

                                                             

28 Alias Mangnga P, "Penanggulangan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan 

Remaja di Kota Parepare," Jurnal Ilmiah Administrasita (2014): 194–203, khususnya hlm. 194–195. 

29 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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manusia (lost generation), yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas 

pembangunan daerah di masa depan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam hasil 

wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa : 

“Kalau generasi muda sudah banyak yang terpengaruh narkotika, 

dampaknya ke depan akan sangat besar bagi daerah.”30 

Kondiai ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya 

bersifat aktual, tetapi juga memiliki dampak strategis jangka panjang. Jika tidak 

ditangani secara serius sejak dini, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan permasalahan sosial lainnya. 

Apabila dikaitkan dengan keterbatasan kelembagaan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terlihat adanya ketidakseimbangan antara tingkat permasalahan 

dengan kapasitas penanganan yang tersedia. Permasalahan narkotika yang 

bersifat kompleks justru belum didukung oleh lembaga khusus yang mampu 

menangani secara terintegrasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa intervensi 

kebijakan melalui pembentukan BNNK tidak hanya penting, tetapi harus 

ditempatkan sebagai prioritas utama. Adapun hasil wawancara dimana Bapak 

Hermanto menyatakan bahwa; 

“saat ini kami sebagai pemerintah kota Parepare akan mennindak lanjuti 

ini,  dengan mengadakan lembaga instansi vertikal yaitu BNNK, yang 

semantara ini masih dalam tahap peroses”31 

Dari perspektif kebijakan publik, suatu isu dapat dikategorikan sebagai 

prioritas apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu memiliki dampak luas, 

bersifat mendesak, dan berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, permasalahan narkotika di Parepare 

memenuhi seluruh kriteria tersebut. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, 

tingkat urgensinya tinggi karenaletak geografis nya, serta memiliki konsekuensi 

jangka panjang terhadap kualitas generasi muda.  dengan ini Pemerintah bersama 

                                                             
30  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
31  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
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pihak-pihak terkait di Parepare pun menyikapi ini mendukung efektivitas 

program P4GN, agar masyarakat sejahtera akan dampak kejahatan narkotika.  

Pembentukan BNNK bukan sekadar kebutuhan kebijakan yang bersifat 

tambahan, melainkan merupakan prioritas utama yang harus segera diwujudkan. 

Hal ini didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan oleh narkotika, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta keterbatasan sistem 

penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian, menjadikan pembentukan 

BNNK sebagai prioritas kebijakan merupakan langkah strategis yang rasional 

dan mendesak dalam rangka melindungi masyarakat dan masa depan daerah dari 

ancaman narkotika.  

3. Pelaksanaan Penyiapan Bantuan Hukum dan Kerja Sama 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto juga menyoroti 

keterbatasan penanganan yang ada saat ini. Pemerintah daerah mengakui bahwa 

upaya penanganan masih belum optimal karena belum adanya lembaga khusus 

yang secara fokus menangani permasalahan narkotika di tingkat daerah. Hal ini 

tercermin dalam pernyataan Bapak Hermanto bahwa: 

“Selama ini penanganan masih dilakukan secara bersama-sama oleh 

beberapa instansi termasuk kepolisian, tetapi belum ada lembaga khusus 

seperti BNNK yang benar-benar fokus dan terstruktur dalam menangani 

masalah narkotika.”32 

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat 

permasalahan yang dihadapi dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. 

Penanganan yang bersifat terbatas dan tidak terkoordinasi secara optimal 

berpotensi menghambat efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan 

narkotika. disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan 

narkotika, perluasan jaringan peredaran, serta bertambahnya kelompok rentan. 

Dengan demikian, Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai wilayah yang 

                                                             
32  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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rawan bahkan berpotensi menuju kategori berbahaya apabila tidak segera 

dilakukan penangananyang lebih serius dan terstruktur. 

Kondisi empiris yang didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak 

Hermanto memperlihatkan bahwa permasalahan narkotika di Parepare telah 

mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pembentukan BNNK 

menjadi kebutuhan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak sebagai 

upaya untuk menghadirkan penanganan yang lebih terpadu, sistematis, dan 

berkelanjutan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. 

Dalam implementasi kebijakan publik, keberadaan kelembagaan yang 

kuat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu program. Tanpa dukungan 

institusi yang jelas dan terstruktur, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit 

dijalankan secara optimal. Hal ini juga berlaku dalam penanganan permasalahan 

narkotika di Parepare, di mana kesulitan persoalan menuntut adanya lembaga 

khusus yang memiliki fokus dan kewenangan yang terintegrasi. 

Penanganan narkotika di Kota Parepare saat ini masih melibatkan 

berbagai instansi, seperti Kepolisian, Satpol PP, dan dinas terkait lainnya. 

Namun, keterlibatan banyak pihak tersebut belum diikuti dengan sistem 

koordinasi yang kuat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara 

Bapak Hermanto bahwa  : 

“Selama ini memang penanganan narkotika dilakukan bersama-sama oleh 

beberapa instansi, seperti kepolisian, Satpol PP, dan dinas terkait. Tetapi 

koordinasinya belum maksimal karena masing-masing berjalan sesuai 

tugasnya sendiri.”33 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi masih 

bersifat terbatas pada bidang tertentu dan belum terintegrasi dalam satu sistem 

yang utuh. Akibatnya, upaya penanganan narkotika cenderung berjalan sendiri-

sendiri tanpa adanya penyesuaian yang jelas. Selain masalah koordinasi, 

penanganan narkotika juga masih bersifat setengah-setengah. Setiap instansi 

                                                             
33  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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menjalankan perannya masing-masing tanpa adanya integrasi antara pendekatan 

pencegahan, penindakan, dan rehabilitatif. Hal ini diperkuat oleh hasil 

wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa 

“Kalau kepolisian lebih fokus pada penindakan, sementara instansi lain 

lebih ke sosialisasi atau pembinaan. Tapi memang belum ada yang 

mengoordinasikan secara menyeluruh.”34 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan narkotika belum 

dilakukan secara menyeluruh. Tidak adanya integrasi antar pendekatan 

menyebabkan upaya yang dilakukan belum mampu menyentuh pokok 

permasalahan secara menyeluruh. 

Demikin hasil wawancara juga menegaskan adanya ketiadaan lembaga 

khusus yang menjadi penggerak  dalam penanganan narkotika di Parepare. Hal 

ini sebagaimana disampaikan Bapak Hermanto bahwa: 

“Di daerah ini memang belum ada lembaga khusus seperti BNNK yang 

fokus menangani narkotika. Jadi penanganannya masih terbagi di beberapa 

instansi.”35 

Ketiadaan lembaga khusus ini menjadi indikator utama adanya Jarak 

antara kebutuhan dan ketersediaan lembaga. Tanpa adanya institusi yang 

memiliki otoritas utama, koordinasi lintas sektor menjadi lemah, arah kebijakan 

menjadi tidak terfokus, serta evaluasi program sulit dilakukan secara sistematis. 

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam 

penanganan narkotika di daerah bukan hanya terletak pada tingginya kasus, tetapi 

juga pada lemahnya struktur kelembagaan yang mendukung. Kekosongan 

institusi khusus menyebabkan tidak adanya pihak yang secara penuh bertanggung 

                                                             
34  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
35  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 



46 
 

 

jawab dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengendalikan strategi 

penanggulangan narkotika.36 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan kelembagaan 

yang ada saat ini merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas 

penanganan narkotika. Hal ini sekaligus memperkuat urgensi pembentukan 

BNNK sebagai pusat koordinasi yang mampu mengintegrasikan seluruh upaya 

penanggulangan narkotika secara mendalam. 

Dengan demikian  hasil wawancara menunjukkan secara jelas bahwa 

tanpa kehadiran lembaga khusus seperti BNNK, penanganan narkotika akan terus 

berjalan tidak menyeluruh, tidak terkoordinasi, dan kurang efektif. Oleh karena 

itu, kekosongan kelembagaan ini menjadi alasan utama yang mendasari 

pentingnya pembentukan BNNK di Parepare sebagai langkah strategis dalam 

memperkuat sistem penanggulangan narkotika Keberhasilan penanganan suatu 

permasalahan sangat ditentukan oleh kejelasan fungsi dan peran lembaga yang 

bertanggung jawab. Permasalahan narkotika yang bersifat kompleks melibatkan 

aspek sosial, hukum, dan kesehatan menuntut adanya institusi yang mampu 

mengintegrasikan berbagai pendekatan yang dilakukan secara bersamaan. Oleh 

karena itu, keberadaan BNNK menjadi sangat penting secara fungsional dalam 

memperkuat sistem penanggulangan narkotika di daerah. 

Dengan adanya BNNK, penanganan narkotika dapat dilakukan secara 

terintegrasi dalam satu alur kerja yang jelas. BNNK berfungsi sebagai pusat 

koordinasi yang mengoordinasikan seluruh instansi terkait, sehingga setiap 

program memiliki arah yang sama dan saling mendukung. Hal ini juga sejalan 

dengan hasil wawancara yang menegaskan pentingnya keberadaan lembaga 

                                                             

36 Rahmania Kaiza, "Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan 

Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi 1, 

no. 2 (2024): 5–8. 
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khusus, sebagaimana disampaikan oleh  Bapak Hermanto yang menyatakan 

bahwa: 

“keberadaan BNNK dinilai penting karena dapat memperluas jangkauan 

kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi yang 

selama ini masih dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNN Provinsi 

Sulawesi Selatan.”37 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa BNNK tidak hanya berfungsi 

sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pusat kendali  dalam sistem 

penanggulangan narkotika di daerah. Dengan peran tersebut, BNNK mampu 

mengatasi permasalahan utama yang selama ini terjadi, yaitu lemahnya 

koordinasi, penanganan yang tidak sinkron, serta tidak adanya arah kebijakan 

yang terpusat. Oleh karena itu, pembentukan BNNK menjadi penting untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan 

rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 

Tahun 2019. 

4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota 

Fungsi ini berkaitan dengan perencanaan strategis dalam pelaksanaan 

program P4GN di tingkat kota. BNNK bertanggung jawab menyusun rencana 

kerja, menentukan prioritas program, serta mengalokasikan anggaran secara 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek pembiayaan, 

pemerintah daerah juga telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan awal 

pembentukan BNNK, khususnya terkait penyediaan fasilitas dan operasional 

dasar. Dukungan anggaran ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah 

daerah tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga siap memberikan 

dukungan finansial. Akan tetapi, keberlanjutan anggaran tetap menjadi perhatian 

penting karena operasional BNNK membutuhkan pembiayaan yang 

                                                             
37 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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berkesinambungan agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara 

efektif dalam jangka panjang.38 

Dari aspek koordinasi kelembagaan, hasil wawancara menunjukkan 

bahwa komunikasi antarinstansi sebenarnya telah berjalan, meskipun masih 

bersifat informal dan belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini menunjukkan 

perlunya penguatan sistem koordinasi melalui mekanisme yang lebih formal agar 

sinergi antar lembaga dalam mendukung pembentukan dan operasional BNNK 

dapat berjalan lebih efektif. Koordinasi yang baik akan mempermudah proses 

implementasi kebijakan, terutama dalam penanganan persoalan narkotika yang 

membutuhkan keterlibatan banyak pihak. 

Meskipun demikian, dalam proses pembentukan BNNK masih terdapat 

beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan prosedur administratif dan 

waktu. Selain itu, beberapa hambatan teknis seperti kesiapan dokumen, birokrasi, 

dan penyesuaian fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, 

hambatan tersebut pada dasarnya bersifat teknis dan administratif, bukan 

hambatan struktural yang dapat menghalangi pembentukan BNNK secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui 

koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan BNNP. 

Ini menekankan bahwa keberhasilan Negara Hukum sangat dipengaruhi 

oleh kejelasan kebijakan, dukungan struktur birokrasi, sumber daya, serta 

komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur 

tersebut pada dasarnya telah mulai terpenuhi di Kota Parepare, meskipun masih 

membutuhkan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis dan administratif. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare memiliki 

                                                             

38 Riyo Arie Pratama, Heri Okta Pratama, Intan Gustiana, Andri Saputra, dan M. Nasor, 
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kesiapan yang cukup baik dalam mendukung proses pembentukan BNNK, baik 

dari sisi kebijakan, administrasi, sarana prasarana, maupun dukungan 

kelembagaan 

Adapun hasil wawancara yang dinyatakan oleh Bapak Hermanto yaitu: 

“Saat ini kami sementara menyiapkan persiapan yang telah disetujui oleh 

kepala BNNP Pusat Sulawesi Selatan terkait proses pembentukan termasuk 

penyediaan anggaran.”39 

Pernytaan tersebut menyatakan bahwa saat ini masi melakukan proses 

yang sementara berjalan dengan dukungan penuh langsung dari kepala BNNP 

pusat sulawesi selatan. Sejalan dengan itu Bapak Hermanto juga menyatakan 

bahwa:  

“saat ini kami sudah koordinasi konsultasi teerkait MoU, kami langsung 

bekerja cepat dengan mempersiapkan hal yang paling penting yaitu 

Anggaran agar nanti semua prosesnya berjalan optimal” 40 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses BNNK Parepare masih 

berada pada tahap koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara 

Pemerintah Kota Parepare dengan BNNP Sulawesi Selatan, serta mendapatkan 

dukungan langsung dari BNN pusat. Hal ini menandakan bahwa secara 

administratif dan kelembagaan, pembentukan BNNK belum sepenuhnya selesai 

dan masih dalam tahap proses penguatan kerja sama antarinstansi. 

Lebih lanjut, pernyataan Wakil Wali Kota Hermanto yang menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait 

Memorandum of Understanding (MoU), serta memprioritaskan penyiapan 

anggaran, menunjukkan adanya komitmen serius dari Pemerintah Kota Parepare 

dalam mempercepat pembentukan BNNK. Penyiapan anggaran menjadi aspek 

krusial karena merupakan salah satu syarat penting agar pelaksanaan tugas dan 

fungsi BNNK dapat berjalan secara efektif setelah lembaga tersebut terbentuk. 

Dengan demikian, hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa 

                                                             
39 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
40  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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pembentukan BNNK Parepare tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

membutuhkan kesiapan finansial dan dukungan kelembagaan yang matang. 

Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pembentukan lembaga 

khusus di tingkat kota. 

5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota 

Fungsi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program 

P4GN yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui 

capaian, hambatan, dan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi kemudian 

disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada BNNP 

dan BNN pusat. Bapak Hermanto menyatakan bahwa: 

“Setelah berkoordinasi langsung dengan BNNP Sulawesi Selatan 

Penanganan masalah narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, 

melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Saat ini BNNP Pusat 

telah berhasil dicapai dalam pelaksanaanberjalan optimal tinggal 

menurunkan ke tingkat daerah khususnya Parepare”41 

Pernyataan itu menegaskan bahwa penanganan permasalahan narkotika 

tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh satu lembaga atau satu tingkat 

pemerintahan saja, tetapi harus dilakukan melalui kerja sama yang terintegrasi 

antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi BNNP, pemerintah daerah, serta 

seluruh elemen masyarakat. 

Lebih lanjut, hasil koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program di tingkat pusat sudah berjalan dengan 

baik atau relatif optimal, sehingga tantangan selanjutnya adalah bagaimana 

kebijakan dan program tersebut dapat diturunkan serta diimplementasikan secara 

efektif di tingkat daerah, khususnya di Kota Parepare. 
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Dengan demikian, inti makna pernyataan tersebut adalah Penanganan 

narkotika membutuhkan kolaborasi lintas level pemerintahan dan masyarakat, 

Program di tingkat pusat sudah cukup berjalan baik dan Permasalahan utama 

terletak pada implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan kelembagaan di daerah BNNK agar program P4GN dapat berjalan 

lebih optimal dan terarah di tingkat lokal.. 

6. Pelayanan Administrasi BNNK/Kota. 

Fungsi ini mencakup seluruh kegiatan administrasi kelembagaan, 

termasuk pengelolaan kepegawaian, surat menyurat, dokumentasi, serta 

dukungan operasional lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

BNNK di daerah. Sebagaimana yang telah dinyatakan Bapak Hermanto bahwa: 

“saat ini kan maasih dalam tahap proses pembentukan, kalau masalah 

kegiatan adminitrasi sudah kami siapkan mulai dari kebutuhan SDM dan 

alat transportasinya” 42 

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembentukan BNNK Parepare masih 

berada pada tahap proses dan belum resmi terbentuk secara kelembagaan, namun 

Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan langkah persiapan awal untuk 

mendukung operasionalnya. Bapak Hermanto juga menyatakan bahwa: 

“Kami telah menandatangi  Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita 

Acara Serah Terima lahan dan bangunan tersebut berlangsung di Makassar 

pada bulan Februari”43 

Pernyataan itu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah 

melakukan langkah formal dan administratif yang sah dalam bentuk penyerahan 

dukungan kepada pihak terkait melalui mekanisme hibah daerah. 

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara 

Serah Terima (BAST) lahan dan bangunan menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah telah secara resmi menyerahkan atau mengalihkan penggunaan aset 

                                                             
42  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
43  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
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berupa tanah dan bangunan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan, dalam 

hal ini terkait pembentukan atau operasional BNNK Parepare. 

Dilakukannya penandatanganan di Makassar pada bulan Februari 

menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara resmi dan melibatkan pihak-

pihak yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum administratif. 

Dengan demikian, inti makna pernyataan tersebut adalah: 

a. Pemerintah Kota Parepare telah memberikan dukungan nyata berupa fasilitas 

(lahan dan bangunan). 

b. Proses tersebut dilakukan secara resmi melalui NPHD dan BAST. 

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam 

mendukung pembentukan BNNK Parepare, Secara hukum administrasi, tindakan 

tersebut menunjukkan adanya kepastian dan legalitas dalam penyediaan aset 

untuk kepentingan program atau lembaga terkait Pembentukan BNNK.  

Dalam proses pembentukan BNNK masih terdapat beberapa kendala, 

terutama yang berkaitan dengan prosedur administratif dan waktu. Selain itu, 

beberapa hambatan teknis seperti kesiapan dokumen, birokrasi, dan penyesuaian 

fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, hambatan tersebut pada 

dasarnya bersifat teknis dan administratif, bukan hambatan struktural yang dapat 

menghalangi pembentukan BNNK secara keseluruhan. Oleh karena itu, kendala 

tersebut masih dapat diatasi melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah 

daerah dan BNNP. ini menekankan bahwa keberhasilan Negara Hukum sangat 

dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, dukungan struktur birokrasi, sumber daya, 

serta komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur 

tersebut pada dasarnya telah mulai terpenuhi di Kota Parepare, meskipun masih 

membutuhkan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis dan administratif. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare memiliki 

kesiapan yang cukup baik dalam mendukung proses pembentukan BNNK, baik 

dari sisi kebijakan, administrasi, sarana prasarana, maupun dukungan 

kelembagaan. 
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B. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Proses Pembentukan BNNK di Kota 

Parepare 

Kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK, 

penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

GeorgeAndersone, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam 

variabel utama, yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda 

kebijakan,perumusan maasalah kebijakan, pengesahan kenbijakan, imlementasi 

kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan 

menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Parepare 

dalam proses pembentukan BNNK, analisis akan dilakukan berdasarkan keenam 

indikator tersebut. 

1. Identifikasi masalah kebijakan  

Identifikasi masalah kebijakan adalah tahap awal dalam proses kebijakan 

publik di mana suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan, 

ketidakpuasan, atau kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang 

diinginkan diakui sebagai masalah yang memerlukan tindakan pemerintah.  

 Permasalahan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan 

individu, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan secara 

sekaligus. Penyalahgunaan narkotika dapat memicu meningkatnya kriminalitas, 

menurunkan produktivitas masyarakat, serta membebani sistem kesehatan dan 

sosial di daerah. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah melihat narkotika sebagai ancaman serius yang berdampak 

luas sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto bahwa: 

“Dampak narkotika itu bukan hanya ke individu, tapi juga ke keluarga dan 

lingkungan. Bahkan bisa memicu masalah sosial lain seperti kriminalitas.” 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa narkotika memiliki pengaruh 

yang meluas yang dapat memperburuk berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan 
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kata lain, narkotika bukan hanya satu dari sekian banyak masalah, tetapi 

merupakan masalah yang dapat menjadi sumber munculnya masalah-masalah 

lain. Selain dampak jangka pendek, narkotika juga memiliki konsekuensi jangka 

panjang yang sangat serius, terutama terhadap generasi muda. Penyalahgunaan 

narkotika pada usia produktif dapat menyebabkan hilangnya potensi sumber daya 

manusia (lost generation), yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas 

pembangunan daerah di masa depan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam hasil 

wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa : 

“Kalau generasi muda sudah banyak yang terpengaruh narkotika, 

dampaknya ke depan akan sangat besar bagi daerah.”44 

Kondiai ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya 

bersifat aktual, tetapi juga memiliki dampak strategis jangka panjang. Jika tidak 

ditangani secara serius sejak dini, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan permasalahan sosial lainnya. Bapak Hermanto 

Juga menyatakan bahwa: 

“Kami pada prinsipnya mendukung pembentukan BNNK karena melihat 

kondisi narkotika yang sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan 

penanganan yang lebih serius. Peredaran narkotika di daerah ini sudah 

cukup memprihatinkan, bahkan sudah menyasar berbagai kalangan, 

termasuk generasi muda. melihat adanya peningkatan kasus dari waktu ke 

waktu, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan 

terkoordinasi”45 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah 

daerah bahwa permasalahan narkotika bukan lagi isu yang bersifat insidental, 

melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan 

perhatian khusus. Selain itu, peningkatan jumlah kasus penangkapan dan 

rehabilitasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator konkret 

bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkata. 

                                                             
44  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
45  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
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Pemerintah Kota Parepare memiliki kesadaran yang cukup tinggi 

terhadap urgensi pembentukan BNNK sebagai respons atas meningkatnya 

ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Parepare. Pernyataan 

tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah daerah bahwa 

persoalan narkotika bukan lagi masalah biasa, melainkan telah berkembang 

menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan secara khusus, 

terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah telah melakukan identifikasi terhadap kondisi faktual 

di lapangan, yakni meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi narkotika di Kota 

Parepare.  

Kesadaran terhadap kondisi ini menjadi indikator bahwa pembentukan 

BNNK tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan administratif dari pemerintah 

pusat, tetapi juga lahir dari kebutuhan riil daerah. Dengan demikian, 

pembentukan BNNK memiliki dasar empiris yang kuat karena didorong oleh 

kebutuhan aktual untuk memperkuat sistem pengawasan, pencegahan, dan 

penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. 

2. Penyusunan agenda kebijakan 

Penyusunan agenda kebijakan merupakan tahap awal dalam proses 

perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan 

berbagai permasalahan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk segera 

ditangani. Pada tahap ini, pemerintah tidak langsung menyelesaikan seluruh 

persoalan yang ada di masyarakat, melainkan melakukan proses seleksi terhadap 

isu-isu yang muncul berdasarkan tingkat urgensi, dampak yang ditimbulkan, 

serta kebutuhan penanganannya. Masalah yang dinilai paling prioritas kemudian 

dimasukkan ke dalam agenda resmi pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam 

proses perumusan kebijakan. 

Dalam konteks penelitian mengenai Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Parepare, 

penyusunan agenda kebijakan berkaitan dengan proses penentuan apakah 
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permasalahan narkotika, termasuk urgensi pembentukan BNNK Parepare, telah 

menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Apabila isu 

tersebut telah masuk dalam agenda kebijakan, maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah telah menganggap permasalahan narkotika sebagai isu 

strategis yang membutuhkan penanganan serius melalui pembentukan 

kelembagaan yang lebih efektif di tingkat kota. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Bapak Hermanto bahwa: 

“Penanganan masalah narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, 

melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat”46 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa permasalahan narkotika 

tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja atau dilakukan secara terpisah-pisah, 

melainkan harus dilakukan melalui kerja sama yang terkoordinasi dan 

berkesinambungan antara berbagai pihak. Kerja sama tersebut mencakup 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh 

elemen masyarakat seperti sekolah, tokoh masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini karena penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika merupakan persoalan yang kompleks, bersifat lintas 

wilayah, dan melibatkan banyak jaringan, sehingga membutuhkan pendekatan 

yang terpadu. Bapak Hermanto menyatakan: 

“Selama ini sosialisasi memang sudah ada, tetapi masih terbatas dan belum 

menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara merata. Untuk saat ini 

penanganan masih dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa instansi 

termasuk kepolisian, tetapi belum ada lembaga khusus seperti BNNK yang 

benar-benar fokus dan terstruktur dalam menangani masalah narkotika”47 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa upaya sosialisasi atau 

penyuluhan mengenai bahaya narkotika di Kota Parepare sebenarnya sudah 

pernah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata ke 

seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih ada kelompok masyarakat yang 

                                                             
46  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
47  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
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belum tersentuh secara optimal oleh program pencegahan narkotika. Selain itu, 

penanganan masalah narkotika saat ini masih dilakukan melalui kerja sama 

beberapa instansi seperti kepolisian dan pihak terkait lainnya, tetapi belum 

memiliki lembaga khusus di tingkat kota yang secara khusus, fokus, dan 

terstruktur menangani program P4GN. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

koordinasi yang ada belum sepenuhnya terpusat dalam satu lembaga yang 

memiliki kewenangan khusus seperti BNNK. 

Dengan demikian, inti makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa 

penanganan narkotika di Kota Parepare masih belum optimal karena keterbatasan 

jangkauan sosialisasi dan belum adanya lembaga khusus seperti BNNK yang 

secara khusus menangani P4GN secara lebih fokus dan sistematis. inti makna 

dari pernyataan tersebut adalah penanganan narkotika harus dilakukan secara 

kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh agar upaya pencegahan dan 

pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. 

3. Perumusan kebijakan   

Perumusan kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di 

mana pemerintah menyusun dan merancang alternatif solusi terhadap masalah 

yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai pihak seperti 

pemerintah, ahli, dan lembaga terkait akan membahas secara mendalam 

mengenai pilihan kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi suatu 

permasalahan. 

 Sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto: 

“Koordinasi dengan instansi lain sudah berjalan, tetapi memang masih 

perlu diperkuat dan diformalkan agar lebih efektif seperti pembuatan 

PERDA, itu akan dilakukan secepatnya jika tahap dasar telah terpenuhi, 

Saat ini telah menandatangi  Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita 

Acara Serah Terima lahan dan bangunan tersebut berlangsung di Makassar 

pada bulan Februari”48 

                                                             
48HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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Maksud dari bagian pernyataan tersebut adalah bahwa penyusunan 

regulasi lanjutan (seperti Peraturan Daerah/Perda) akan segera dilakukan oleh 

pemerintah apabila seluruh tahapan dasar pembentukan kelembagaan dan 

persiapan administratif telah terpenuhi. Artinya, pemerintah tidak langsung 

membuat regulasi lanjutan, tetapi menunggu kesiapan aspek fundamental terlebih 

dahulu agar kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan dapat 

diimplementasikan secara efektif. 

Selanjutnya, pernyataan mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan dan 

bangunan di Makassar pada bulan Februari menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kota Parepare telah melakukan langkah konkret dalam bentuk penyediaan 

fasilitas fisik sebagai bagian dari dukungan terhadap pembentukan atau 

operasional lembaga terkait. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah 

daerah dalam mendukung pembentukan BNNK melalui kesiapan sarana dan 

prasarana. 

Kesiapan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek 

administratif semata, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, ketersediaan 

sumber daya, serta adanya komitmen politik dari pemerintah daerah. Ketiga 

aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah 

daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pembentukan BNNK secara 

optimal. 

Oleh karena itu, analisis kesiapan daerah dalam penelitian ini menjadi 

penting untuk memastikan bahwa pembentukan BNNK tidak hanya berhenti 

pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan dijalankan 

secara efektif di tingkat daerah.  

4. Pengesahan kebijakan  

Pengesahan kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di 

mana suatu kebijakan yang telah dirumuskan kemudian disetujui dan ditetapkan 

secara resmi oleh pihak yang berwenang, sehingga kebijakan tersebut memiliki 
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kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan secara formal. Bapak Hermanto 

menyatakan bahwa: 

“Dalam proses ini Alhamdulillah diberikan dukungan penuh langsung 

kepala BNNP Sulawesi Selatan Dukungan ini menjadi fondasi penting 

dalam percepatan proses pembentukan BNNK Parepare sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya berharap persiapan teknis 

dapat segera dipercepat dengan adanya kepastian lokasi dan sarana, yang 

telah disepakati pada saat penandatangan (NPHD)”49 

Maksud dari pernyataan wawancara tersebut adalah bahwa dalam proses 

pembentukan BNNK Parepare, Pemerintah Kota Parepare mendapatkan 

dukungan penuh dari Kepala BNNP Sulawesi Selatan, yang menjadi faktor 

penting dalam memperkuat legitimasi dan mempercepat proses pembentukan 

lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dukungan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan dan legitimasi 

dalam tahap pengesahan kebijakan, karena menunjukkan adanya persetujuan dan 

komitmen dari instansi yang lebih tinggi dalam struktur kelembagaan BNN. Hal 

ini menjadi fondasi penting agar proses pembentukan BNNK Parepare dapat 

berjalan lebih cepat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya percepatan persiapan 

teknis, khususnya terkait kepastian lokasi dan sarana prasarana yang telah 

disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan fasilitas sudah mulai 

dipersiapkan sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap operasional BNNK di 

masa mendatang. Dengan demikian, inti makna dari pernyataan tersebut adalah 

bahwa proses pembentukan BNNK Parepare telah mendapatkan dukungan 

kelembagaan yang kuat dari BNNP Sulawesi Selatan, serta didukung oleh 

kesiapan administratif dan fasilitas, sehingga menjadi dasar penting dalam 

percepatan pengesahan dan implementasi kebijakan pembentukan BNNK di Kota 

Parepare. 

                                                             
49  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”. 
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5. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di 

mana kebijakan yang telah disahkan kemudian dilaksanakan secara nyata di 

lapangan oleh instansi atau pihak yang berwenang. Pada tahap ini, kebijakan 

tidak lagi berada pada tataran konsep atau perencanaan, tetapi sudah diwujudkan 

dalam bentuk program, kegiatan, dan tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Implementasi kebijakan mencakup berbagai kegiatan seperti 

pelaksanaan program, penyediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta 

pelibatan masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh 

kesiapan lembaga pelaksana, dukungan anggaran, serta sinergi antar pihak yang 

terlibat. 

Dengan mengikuti prosedur dari pusat, Pemerintah Kota Parepare telah 

menunjukkan sikap kooperatif dan taat terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal 

ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan BNNK bukan hanya 

kebutuhan daerah semata, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional 

dalam upaya penanggulangan narkotika secara terintegrasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses administratif telah berjalan, meskipun 

masih dalam tahap penguatan. Secara analitis, kondisi ini mengindikasikan 

bahwa kesiapan administratif sudah ada, namun masih memerlukan 

penyempurnaan agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. Selain kesiapan administratif, pembentukan BNNK juga sangat 

bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional 

lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah menunjukkan 

kesiapan dalam menyediakan fasilitas pendukung yang dimana hasil wawancara 

Bapak Hermanto mengatakan bahwa: 
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“Kami pada prinsipnya siap menyediakan fasilitas, termasuk kantor atau 

lahan, dan SDM sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan 

BNNK.”50 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah 

Kota Parepare telah menunjukkan kesiapan nyata dalam mendukung 

pembentukan BNNK melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti kantor atau 

lahan, serta dukungan sumber daya manusia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

dukungan pemerintah daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

diwujudkan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana yang menjadi 

kebutuhan dasar operasional lembaga. Kesiapan tersebut mencerminkan adanya 

kesadaran pemerintah daerah bahwa pembentukan BNNK memerlukan dukungan 

konkret agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 

efektif.  

Kesiapan penyediaan kantor, lahan, dan SDM juga menunjukkan 

penerapan prinsip efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 

konsep negara hukum modern, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan sarana 

pendukung dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dukungan fasilitas dan 

sumber daya manusia menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah 

berupaya memastikan pembentukan BNNK dapat berjalan secara optimal. Tanpa 

adanya fasilitas yang memadai dan SDM yang mendukung, pelaksanaan tugas 

BNNK akan sulit dilakukan secara efektif.51 

Namun demikian, secara analitis perlu dilihat apakah fasilitas tersebut 

sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau masih bersifat sementara. Hal ini 

penting karena keberadaan sarana yang memadai akan sangat mempengaruhi 

                                                             
50  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 

51 Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu 

Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012): 5. 



62 
 

 

efektivitas operasional BNNK di masa mendatang. Ketersediaan sarana dan 

prasarana tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang 

akan menjalankan fungsi kelembagaan BNNK. Dalam aspek sumber daya 

manusia, kesiapan daerah masih bergantung pada koordinasi dengan pemerintah 

pusat. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa: 

“Untuk SDM, biasanya akan disiapkan melalui koordinasi dengan pusat, 

tetapi daerah juga siap mendukung sesuai kebutuhan.”52 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penyediaan 

sumber daya manusia (SDM) dalam proses pembentukan BNNK dilakukan 

melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan 

ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dalam kelembagaan BNNK tidak 

sepenuhnya menjadi kewenangan daerah, melainkan melibatkan peran 

pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengaturan 

kelembagaan BNN secara nasional. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap 

menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan sebagai 

bentuk partisipasi dalam mendukung operasional BNNK di Kota Parepare.   

Kesiapan aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, 

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk 

memastikan tersedianya SDM yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan 

kebutuhan kelembagaan BNNK. Dengan demikian, hasil wawancara ini 

menunjukkan bahwa pembentukan BNNK di Kota Parepare telah didukung oleh 

kesiapan awal dalam aspek SDM, meskipun masih memerlukan penguatan 

koordinasi antar lembaga pemerintahanSecara analitis, kondisi ini menunjukkan 

bahwa kesiapan SDM masih bersifat kombinatif antara pusat dan daerah, 

sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif. Di samping kesiapan 

sumber daya manusia, aspek pembiayaan juga menjadi faktor penting yang 

                                                             
52 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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menentukan keberlanjutan operasional BNNK. Berdasarkan hasil wawancara 

Bapak Hermanto menyatakan: 

“Kami siap mendukung dari sisi anggaran, terutama untuk kebutuhan awal 

seperti penyediaan fasilitas dan operasional. Sudah kami atur dan 

siapkan”53 

Dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare menunjukkan kesiapan 

dalam memberikan dukungan anggaran untuk proses awal pembentukan BNNK, 

khususnya terkait penyediaan fasilitas dan kebutuhan operasional. Pernyataan ini 

menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya 

mendukung secara administratif, tetapi juga secara finansial sebagai bentuk 

tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan 

narkotika. Dukungan anggaran tersebut menjadi indikator penting bahwa 

pemerintah daerah memiliki keseriusan dalam mewujudkan pembentukan BNNK 

agar dapat segera beroperasi secara efektif di Kota Parepare. 

Kesiapan Pemerintah Kota Parepare untuk menghibahkan aset, 

mengalokasikan stimulus APBD, serta memetakan aparatur sipil negara (ASN) 

penunjang untuk BNNK merupakan pemenuhan kewajiban konstitusional negara 

(state obligation). Pemerintah daerah hadir untuk memanifestasikan fungsi 

welfare state (negara kesejahteraan), di mana pembentukan BNNK bukan 

sekadar membangun gedung baru, melainkan instrumen hukum mutlak untuk 

melindungi hak asasi masyarakat Parepare dari degradasi moral dan fisik akibat 

peredaran gelap narkotika. 

Setiap pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme yang jelas, teratur, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi 

antarinstansi diperlukan agar tercipta kepastian tugas, kewenangan, dan tanggung 

jawab masing-masing lembaga dalam mendukung pembentukan BNNK. Dengan 

adanya koordinasi yang formal dan efektif, pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan narkotika akan lebih terarah, sinergis, dan mampu memberikan 

                                                             
53  HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan 

narkotika.54 

Selain itu, kendala teknis seperti kesiapan lahan dan prosedur birokrasi 

juga menjadi tantangan. Namun secara analitis, kendala tersebut lebih bersifat 

teknis daripada struktural, sehingga tidak menjadi hambatan utama, tetapi tetap 

perlu diselesaikan. 

Mengenai lahan yang akan di tempatkan untuk pembangunan BNNK 

berdasaarkan hasail wawancara Bapak Hermanto mengatakan bahwa:  

“Adapun lahan yang disediakan berlokasi di dekat asrama Brimob, yang 

direncanakan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor BNNK 

apabila telah resmi memenuhi semua persyaratan”55 

Penyediaan lahan untuk kantor BNNK menunjukkan bahwa pemerintah 

Parepare menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pembentukan 

lembaga yang bertujuan menangani persoalan narkotika sebagai bagian dari 

perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran 

narkotika di Parepare. 

Selain itu, penyediaan lahan tersebut juga mencerminkan penerapan 

prinsip legalitas dalam negara hukum. Dalam konsep negara hukum, setiap 

tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Penyediaan lahan sebagai persiapan pembangunan kantor 

BNNK menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan 

administratif dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembentukan lembaga 

negara. Dengan demikian, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk 

kepatuhan pemerintah daerah terhadap mekanisme dan prosedur pembentukan 

BNNK yang telah diatur oleh pemerintah pusat. 

                                                             

54Randi Yuhandi, "Koordinasi Pemerintah Kota dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika di Kota Pekanbaru," Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau 4, no. 2 

(2017): 1–16. 

55 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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Dalam proses pembentukan kelembagaan pemerintah, aspek kesiapan 

daerah merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat 

diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan  

BNNK yang secara normatif diatur dalam Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 

2021 yang menegaskan bahwa pembentukan BNNK harus didasarkan pada 

kesiapan daerah. Kesiapan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan 

aspek administratif semata, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, 

ketersediaan sumber daya, serta adanya komitmen politik dari pemerintah daerah. 

Ketiga aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana 

pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pembentukan 

BNNK secara optimal. 56 

6. Evaluasi kebijakan  

Evaluasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang 

bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah dilaksanakan dan 

apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan, 

hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta berbagai aspek yang perlu 

diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. 

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang ingin 

dicapai dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Dari proses tersebut dapat 

diketahui apakah kebijakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah 

diperlukan perubahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut. Oleh 

karena itu, evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan publik karena 

                                                             

56 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan 

Narkotika Nasional (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 3–5. 



66 
 

 

berfungsi sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan 

di masa yang akan datang. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Hermanto untuk mengetahui apa itu evaluasi kebijakan ia menyatakan:  

“Evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan penting dalam proses 

kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana suatu 

kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik, serta memeriksa apakah 

kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak 

awal. Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat tingkat keberhasilan yang 

dicapai, hambatan apa saja yang muncul saat pelaksanaan, dan aspek mana 

saja yang perlu diperbaiki agar ke depannya kebijakan dapat berjalan lebih 

efektif.”57 

Evaluasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam 

rangkaian proses kebijakan publik karena berfungsi untuk menilai keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah kebijakan 

yang telah diterapkan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi 

serta menemukan aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dengan 

demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam 

menyempurnakan kebijakan agar lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hermanto menyatakan Bahwa: 

“Prosesnya dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan yang 

ingin dicapai secara tertulis dengan hasil nyata yang diperoleh di lapangan. 

Dari perbandingan itu, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan apakah 

kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, Apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

berlaku,Dan apakah diperlukan perubahan atau penyempurnaan terhadap 

kebijakan tersebut, sebagaimana yang telah kita lihat di BNNP Pusat Oleh 

karena itu, evaluasi menjadi dasar utama untuk meningkatkan kualitas dan 

efektivitas kebijakan di masa mendatang kita BNNK telah hadir di kota 

Parepare”58 

                                                             
57 HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
58 HERMANTO.“Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.” 
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Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan tujuan yang 

sudah ditetapkan dalam dokumen atau perencanaan dengan hasil nyata yang 

terjadi di lapangan. Dari perbandingan itu, dapat dinilai apakah suatu kebijakan 

sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah pelaksanaannya sudah 

sesuai dengan aturan yang berlaku, serta apakah kebijakan tersebut perlu 

diperbaiki atau disempurnakan. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar 

penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan di masa yang 

akan datang. 

Jika dikaitkan dengan rencana pembentukan BNNK Parepare, bagaimana 

hasil evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan selama ini sebagaimana 

dinyatakan Bapak Hermanto bahwa: 

“Evaluasi kebijakan yang kami lakukan berfokus pada efektivitas 

penanganan masalah narkotika di wilayah Kota Parepare. Selama ini, 

penanganan permasalahan tersebut masih mengandalkan koordinasi antar 

berbagai instansi terkait serta dukungan dari BNNP Sulawesi Selatan. Dari 

hasil evaluasi tersebut, ditemukan sejumlah kendala utama, antara lain; 

Koordinasi antar instansi yang belum berjalan secara maksimal; 

Pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang belum optimal 

hasilnya; Belum adanya lembaga khusus yang secara terus-menerus dan 

terfokus menangani permasalahan narkotika di tingkat kota”59 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Evaluasi kebijakan ini 

menitikberatkan pada sejauh mana efektivitas penanganan masalah narkotika di 

Kota Parepare. Selama ini, upaya penanganan masih bergantung pada kerja sama 

antarinstansi terkait serta dukungan dari BNNP Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi 

menunjukkan adanya beberapa kendala utama, yaitu koordinasi antarinstansi 

yang belum berjalan optimal, pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang belum 

mencapai hasil yang maksimal, serta belum adanya lembaga khusus di tingkat 

                                                             
59 HERMANTO. “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April 
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kota yang secara berkelanjutan dan terfokus menangani permasalahan narkotika 

di Parepare.  

Hasil wawancara mengenai evaluasi kebijakan ini dapat di lihat 

berdasarkan hasil wawancara yang dinyatakan Bapak Hermanto bahwa: 

“Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar utama yang menunjukkan 

adanya kebutuhan dan urgensi pembentukan BNNK Parepare. Dengan 

adanya lembaga khusus ini, diharapkan berbagai kendala yang ada dapat 

diatasi, sehingga pelaksanaan program P4GN di wilayah Kota Parepare 

dapat berjalan lebih terarah, terfokus, dan jauh lebih efektif dibandingkan 

kondisi sebelumnya” 

Demikian Evaluasi kebijakan membuktikan bahwa sistem penanganan 

narkotika yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan. Temuan dari evaluasi 

tersebut memperkuat alasan pembentukan BNNK Parepare sebagai langkah 

strategis untuk memperbaiki kinerja penanganan narkotika dan mencapai tujuan 

pengendalian peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Parepare. 

C. Tnjauan Siyasah Syar’iyyah Terkait Upaya Pembentukan BNNK di Kota 

Parepare 

Siyasah Syar’iyyah merupakan konsep pengelolaan urusan pemerintahan yang 

berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap 

segala bentuk kerusakan (mafsadah) yang dapat mengancam kehidupan manusia. 

Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

harus bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Upaya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Parepare dapat 

dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip Siyasah 

Syar’iyyah. Hal ini karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak 

hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam keamanan, ketertiban, dan 

masa depan generasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban 

untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah dan memberantas 

peredaran narkotika melalui pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan 
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khusus dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan yang bertujuan mencegah 

penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan 

masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. 

Dengan demikian, dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, upaya pembentukan 

BNNK Parepare merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan, 

perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan 

serta ketertiban sosial. Kehadiran BNNK diharapkan mampu memperkuat 

pelaksanaan program P4GN sehingga tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan akal 

masyarakat dapat terwujud secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar 

Negara dan Pemerintahan Islam yang menempatkan pemerintah sebagai pelindung 

(ra’in) bagi rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. . 

1. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama) 

Hifz ad-Din merupakan salah satu tujuan utama maqashid al-syariah yang 

menekankan pentingnya menjaga dan melindungi agama dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam konteks pembentukan BNNK Parepare, upaya tersebut dapat 

dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan dari 

ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika tidak hanya 

berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga dapat 

mengganggu kesadaran, moral, serta kemampuan individu dalam menjalankan 

ajaran agamanya. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan narkotika 

menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat agar tetap berada dalam koridor 

nilai-nilai agama. 

Melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), keberadaan BNNK 

diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi 

kehidupan beragama masyarakat. Sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan 

pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari tugas BNNK merupakan 
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langkah strategis untuk mencegah perilaku yang dapat merusak moral dan 

akhlak. Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan 

prinsip Hifz ad-Din karena bertujuan melindungi masyarakat dari pengaruh 

narkotika yang dapat menghambat pelaksanaan ajaran agama serta mengancam 

ketertiban sosial.al-Syari'ah, hifz ad-din (perlindungan agama) merupakan salah 

satu tujuan utama syariat yang bertujuan menjaga keimanan dan pelaksanaan 

ajaran agama dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pedoman bagi manusia 

dalam menjalankan kehidupan yang baik, sehingga segala sesuatu yang dapat 

menghalangi seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya harus dicegah dan 

diatasi. 

2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs) 

Upaya pembentukan BNNK Parepare memiliki keterkaitan yang erat 

dengan perlindungan jiwa masyarakat, mengingat penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan 

kesehatan, ketergantungan, tindak kriminalitas, hingga kematian akibat 

overdosis. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan guna melindungi 

masyarakat dari ancaman tersebut. Dalam konteks Kota Parepare, upaya 

pembentukan BNNK merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam 

memperkuat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Melalui fungsi 

pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan yang dimiliki BNNK, diharapkan 

masyarakat dapat terlindungi dari bahaya narkotika yang mengancam 

keselamatan jiwa dan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan pembentukan 

BNNK Parepare sejalan dengan prinsip hifz an-nafs karena bertujuan menjaga 

dan melindungi kehidupan masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan 

oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

3. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal) 
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Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, perlindungan akal (hifz al-‘aql) 

merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan menjaga 

kemampuan berpikir dan kesadaran manusia dari segala sesuatu yang dapat 

merusaknya. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar 

terhadap akal karena dapat menyebabkan gangguan kesadaran, ketergantungan, 

penurunan kemampuan berpikir, serta kerusakan fungsi mental dan intelektual 

seseorang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika merupakan bagian penting dalam mewujudkan 

perlindungan akal masyarakat. 

Dalam konteks pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) 

Parepare, pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, 

dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap 

akal. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai bahaya narkotika serta mencegah masyarakat, khususnya generasi 

muda, dari penyalahgunaan zat yang dapat merusak fungsi akal. Dengan 

demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip hifz al-

‘aql karena bertujuan menjaga kualitas intelektual dan kesadaran masyarakat dari 

dampak buruk penyalahgunaan narkotika. 

4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl) 

Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, hifz an-nasl (perlindungan 

keturunan) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan 

menjaga keberlangsungan generasi dan kualitas kehidupan keluarga. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak pada 

individu, tetapi juga dapat mengancam ketahanan keluarga, meningkatkan angka 

kenakalan remaja, serta merusak masa depan generasi muda. Oleh karena itu, 

upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi penting untuk 

memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh 

kembang generasi penerus bangsa. 
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Dalam konteks pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) 

Parepare, pelaksanaan program P4GN melalui kegiatan pencegahan, edukasi, 

rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk nyata 

perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh buruk narkotika. Keberadaan 

BNNK diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkotika di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga generasi 

penerus dapat tumbuh dengan sehat, berakhlak, dan produktif. Dengan demikian, 

upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip hifz an-nasl  karena 

bertujuan menjaga keberlangsungan, keselamatan, dan kualitas generasi yang 

akan datang dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

5. Perlindungan Harta Benda (Hifz al-Mal) 

Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, hifz al-mal (perlindungan harta) 

merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan menjaga 

dan melindungi harta benda masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat 

menimbulkan kerugian. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sering 

kali menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik bagi individu, keluarga, 

maupun masyarakat. Tidak sedikit pelaku penyalahgunaan narkotika yang 

menghabiskan harta bendanya untuk memenuhi ketergantungan terhadap 

narkotika, bahkan melakukan tindak pidana yang merugikan pihak lain. Oleh 

karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan bagian 

penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi harta masyarakat dari 

kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika. 

Dalam konteks pembentukan BNNK Parepare, pelaksanaan program 

P4GN melalui pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan 

masyarakat merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap harta benda 

masyarakat. Keberadaan BNNK diharapkan mampu menekan angka 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang selama ini menjadi salah 

satu faktor penyebab munculnya berbagai tindak kriminal dan kerugian ekonomi. 

Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip 
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hifz al-mal karena bertujuan menjaga harta benda masyarakat dari kerusakan dan 

kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya 

pembentukan BNNK Parepare dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah merupakan 

kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan 

pencegahan kemudaratan (mafsadah). Kehadiran BNNK tidak hanya bertujuan 

memperkuat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), tetapi juga menjadi 

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai 

dampak negatif narkotika. Oleh karena itu, pembentukan BNNK Parepare sejalan 

dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz 

an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), 

sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat 

secara menyeluruh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Urgrnsi Pembentukan Badan 

Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di 

Kota Parepare (Prespektif Siyasah Syar’iyyah)”, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak berdasarkan ketentuan 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Keberadaan BNNK diperlukan untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), khususnya pada bidang 

pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberantasan tindak 

pidana narkotika. Selama belum terbentuknya BNNK, di kota Parepare maka 

pelaksanaan tugas tersebut masih sangat bergantung pada BNN Provinsi 

Sulawesi Selatan sehingga pelayanan, koordinasi, dan penanganan kasus 

narkotika di Kota Parepare belum berjalan secara maksimal. 

2. Pemerintah Kota Parepare pada prinsipnya telah menunjukkan kesiapan yang 

cukup baik dalam mendukung pembentukan BNNK. Kesiapan tersebut terlihat 

dari adanya identifikasi masalah narkotika sebagai persoalan prioritas daerah, 

penyusunan agenda kebijakan, koordinasi intensif dengan BNNP Sulawesi 

Selatan, penyediaan lahan dan fasilitas melalui mekanisme hibah daerah, 

kesiapan dukungan anggaran, serta komitmen penyediaan sumber daya 

pendukung. Meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis, 

hambatan tersebut tidak bersifat struktural dan masih dapat diselesaikan melalui 

koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BNN. Dengan 

demikian, berdasarkan teori kebijakan publik Anderson, unsur-unsur utama yang 

mendukung keberhasilan pembentukan BNNK telah terpenuhi sehingga Kota 
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Parepare dinilai layak dan siap untuk memiliki BNNK sebagai instansi vertikal 

BNN di tingkat kota. 

3. Upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare sejalan dengan prinsip-prinsip 

Siyasah Syar’iyyah, khususnya prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar 

manusia (maqashid al-syariah). Kehadiran BNNK merupakan bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui 

perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql) 

keturunan dan harta benda dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. 

Pembentukan BNNK juga mencerminkan peran pemerintah sebagai pelindung 

dan pengayom masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta 

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, 

pembentukan BNNK di Kota Parepare tidak hanya memiliki legitimasi hukum 

positif, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat 

Islam dalam menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat. 

B. Saran 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Kepada Pemerintah Kota Parepare, disarankan untuk terus mempercepat proses 

pembentukan BNNK dengan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif, 

memperkuat koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan dan BNN RI, serta 

memastikan ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan dukungan sumber daya 

manusia agar BNNK dapat segera beroperasi secara optimal dalam melaksanakan 

program P4GN. 

2. Kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BNNP Sulawesi Selatan, 

disarankan untuk memberikan pendampingan dan dukungan teknis yang 

berkelanjutan kepada Pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam proses 

pembentukan kelembagaan, penyediaan sumber daya manusia, serta penguatan 

kapasitas organisasi agar BNNK Parepare dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya secara efektif. 
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3. Kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, disarankan untuk 

berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika melalui peningkatan kesadaran hukum, pelaporan 

terhadap penyalahgunaan narkotika, serta kerja sama dengan pemerintah dan 

aparat terkait guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari 

narkotika di Kota Parepare.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Wawancara Terhadap Wakil Wali Kota Parepare (HERMANTO) 

1. Bagaimana kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota 

Parepare saat ini? 
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2. Menurut Bapak, apakah Kota Parepare sudah membutuhkan pembentukan 

BNNK? Mengapa? 

3. Bagaimana pelaksanaan program P4GN di Kota Parepare sebelum adanya 

BNNK? 

4. Kendala apa yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program P4GN 

tanpa adanya BNNK? 

5. Bagaimana koordinasi Pemerintah Kota Parepare dengan BNN Provinsi 

Sulawesi Selatan selama ini? 

6. Menurut Bapak, apakah keberadaan BNNK dapat meningkatkan efektivitas 

pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Parepare? 

7. Bagaimana dampak belum terbentuknya BNNK terhadap pelayanan 

rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika? 

8. Seberapa penting pembentukan BNNK dalam meningkatkan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana narkotika? 

9. Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Parepare mengusulkan 

pembentukan BNNK? 

10. Bagaimana pemerintah mengidentifikasi persoalan narkotika sebagai masalah 

yang harus segera ditangani? 

11. Bagaimana proses pengajuan pembentukan BNNK hingga masuk dalam 

agenda pemerintah daerah? 

12. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut? 

13. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Parepare dalam 

pembentukan BNNK? 

14. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kota Parepare dengan BNN 

Provinsi Sulawesi Selatan? 



 

 
 

15. Bagaimana perkembangan proses administrasi pembentukan BNNK sampai 

saat ini? 

16. Hambatan apa yang dihadapi dalam proses administrasi tersebut? 

17. Apakah Pemerintah Kota Parepare telah menyiapkan lahan atau gedung untuk 

BNNK? 

18. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran? 

19. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang akan mendukung operasional 

BNNK? 

20. Bagaimana bentuk dukungan Pemerintah Kota Parepare terhadap 

pembentukan BNNK? 

21. Menurut Bapak, apa saja yang masih perlu diperbaiki agar pembentukan 

BNNK segera terealisasi?  

22. Bagaimana harapan Pemerintah Kota Parepare terhadap pembentukan BNNK 

di masa mendatang?  

Setelah mencennati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai 

dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi 

kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. 

Senin, 8 Desember 2025  

Mengetahui,- 

Pembimbing  

 

Abdul.Hafid,M.Si. 

NIP. 197711112023211008 
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	C. Fokus Penelitian
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	Untuk memenuhi tingkat kebenaran data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, digunakan uji kredibilitas (credibility) atau derajat kepercayaan. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kon...
	Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata mengenai kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK. Peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan (prolonged e...
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	A. Simpulan
	Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Urgrnsi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif Siyasah Syar’iyyah)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
	1. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Keberadaan BNNK diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pencega...
	2. Pemerintah Kota Parepare pada prinsipnya telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mendukung pembentukan BNNK. Kesiapan tersebut terlihat dari adanya identifikasi masalah narkotika sebagai persoalan prioritas daerah, penyusunan agenda kebija...
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	B. Saran
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	1. Kepada Pemerintah Kota Parepare, disarankan untuk terus mempercepat proses pembentukan BNNK dengan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif, memperkuat koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan dan BNN RI, serta memastikan ketersediaan anggara...
	2. Kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BNNP Sulawesi Selatan, disarankan untuk memberikan pendampingan dan dukungan teknis yang berkelanjutan kepada Pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam proses pembentukan kelembagaan, penyediaan sumber daya...
	3. Kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, disarankan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui peningkatan kesadaran hukum, pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika, ...
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